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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalammualaikum Wr Wb, Salam sejahtera bagi kita semua. 

 Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta 

atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program 

Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV telah berhasil menyelesaikan tugas 

dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya 

Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan Judul: “PENGUATAN PENDIDIKAN 

POLITIK MASYARAKAT GUNA MEWUJUDKAN KONSOLIDASI 

DEMOKRASI”. 

 Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan pada Keputusan 

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 73/III/ 2022 

tanggal 24 Maret 2022 tentang Penetapan Judul Taskap kepada para peserta 

PPRA LX IV Tahun 2022 untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah 

ditentukan oleh Lemhannas RI. 

 Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan 

terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIV di Lemhannas RI tahun 

2022. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor 

Taskap kami yaitu Bapak Mayor Jenderal TNI R.Agus Abdurrauf,S.IP.,M.Tr (Han)  

dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta 

membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang 

dikeluarkan oleh Lemhannas RI. 

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari 

kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon 

adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini. 

 Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan 

pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang 

membutuhkannya. 
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PENGUATAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT GUNA MEWUJUDKAN 

KONSOLIDASI DEMOKRASI 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Masyarakat Indonesia secara umum masih menganggap bahwa 

politik merupakan hal yang kurang penting untuk dibicarakan bahkan 

dipelajari dan memandang praktik politik cenderung dekat dengan tindakan 

atau kegiatan yang mengarahkan pelaku politik melakukan tindakan seperti 

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).1 Persepsi seperti ini seharusnya tidak 

perlu terjadi di kalangan masyarakat jika pendidikan politik di masyarakat 

diberikan dan diperkuat secara berkesinambungan. Pendidikan politik atau 

the politics of education merupakan suatu bidang keilmuan yang mengkaji 

terkait dengan kebijakan dan budaya dalam lingkup kewarganegaraan yang 

keberadaannya seringkali bersinggungan dengan ilmu tata negara, 

pemerintahan, sosiologi, dan keilmuan sosial lainnya.2 

Kajian ilmu politik diawali dengan sebuah studi yang dilakukan oleh 

Mann dan Tuner yang membahas mengenai cara memahami budaya politik 

kewarganegaraan di berbagai negara yang sedang mengalami proses 

transisi demokrasi.3 Proses transisi demokrasi di Indonesia di awali pada 

tahun 1998, peristiwa ini diwarnai dengan berbagai gejolak konflik baik dalam 

lingkup elite, etnis, dan keagamaan, serta munculnya polarisasi masyarakat 

berdampak pada   konflik SARA. Melihat kondisi yang sedang terjadi dan 

perkembangan di bidang politik pada skala nasional terdapat kecenderungan 

transisi dari politik menuju demokrasi secara damai dan tanpa kekerasan 

dapat dinilai sangat sulit tercapai. Justru sebaliknya, tingkat ancaman 

kekerasan politik cenderung sangat tinggi terutama di berbagai wilayah yang 

 
1 https://media.neliti.com/media/publications/58192-ID-neo-kkn-dan-tantangan-demokratisasi-
indo.pdf, diakses pada tanggal 6 Juni 2022, pukul 17.15 wib 
2 http://rudyhartono.blogs.uny.ac.id/wp-content/uploads/sites/4151/2017/06/Pendidikan-Politik-
Upload.pdf, diakses pada tanggal 6 Juni 2022, pukul 20.00 wib 
3 Hiariej, E., Alvian, R. A., Ardhani, M. I., & Taek, A. M. 2016. Sejarah Politik Kewargaan di Indonesia 
: Politik Pengakuan, Politik Redistribusi Kesejahteraan dan Politik Representasi (Vol. 10, Issue 1, pp. 
1–76). Research Center for Politics and Government (PolGov). 

1 

https://media.neliti.com/media/publications/58192-ID-neo-kkn-dan-tantangan-demokratisasi-indo.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/58192-ID-neo-kkn-dan-tantangan-demokratisasi-indo.pdf
http://rudyhartono.blogs.uny.ac.id/wp-content/uploads/sites/4151/2017/06/Pendidikan-Politik-Upload.pdf
http://rudyhartono.blogs.uny.ac.id/wp-content/uploads/sites/4151/2017/06/Pendidikan-Politik-Upload.pdf
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sedang bergejolak pada masa itu. Sejak era reformasi beberapa pihak 

terutama elite politik mengharapkan iklim demokrasi di Indonesia yang lebih 

berkualitas, sehingga dapat menjadi alternatif dalam meminimalisir tingkat 

ancaman kekerasan politik.4 Akan tetapi, pada saat akan 

diselenggarakannya Pemilukada secara serentak pada tahun 2020 terjadi 

gejolak politik yang ditandai dengan maraknya hoaks dan hate speech pada 

kalangan masyarakat yang mengakibatkan pola pikir masyarakat menjadi 

irasional.5 Terlebih dalam menyikapi kondisi saat ini yang berada pada era 

globalisasi dan keterbukaan informasi yang arusnya sangatlah cepat, 

dibutuhkan pemikiran yang cerdas dan kritis di kalangan masyarakat untuk 

mempersiapkan masyarakat dalam berpolitik melalui pendidikan politik guna 

mewujudkan konsolidasi demokrasi di Indonesia. 

Pendidikan politik  (the politics of education) menurut Alfian 

(1981:235) menguraikan arti  pendidikan politik sebagai usaha yang sadar 

untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka 

memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem 

politik yang ideal yang hendak dibangun serta mampu menjadi partisipan 

yang bertanggungjawab secara etis/moral, membentuk masyarakat yang 

mandiri dan kritis, mendorong masyarakat yang sadar politik, serta 

menimalkan konflik ditengah masyarakat dalam pencapian tujuan politik.6. 

Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik 

menjelaskan bahwa pendidikan politik merupakan suatu proses pemahaman 

dan pembelajaran tentang kewajiban, hak, serta tanggung jawab oleh 

seluruh warga negara untuk menjalani kehidupan berbangsa dan 

bernegara7. Pendidikan politik sangat penting bagi masyarakat, selain dapat 

meningkatkan pemahaman dan pastisipasi aktif masyarakat dalam berpolitik, 

dan juga membangun kesadaran dan kewajibannya sebagai warga negara. 

Pendidikan politik juga dapat dijadikan sebagai sebuah pedoman dalam 

 
4 Nugroho, K. 2001. Konsolidasi demokrasi. Masyarakat, Kebudayaan . 
5 Afifuddin, M. 2020. Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari 
Dalam. Elex Media Komputindo. 
6 http://repository.ut.id/4009/1/PKNI4423-M1.diakses pada tanggal 28 Mei 2022, pukul 17.30 wib 
7 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 
2008 tentang Partai Politik 

http://repository.ut.id/4009/1/PKNI4423-M1
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melaksanakan kegiatan politik sebagai perwujudan nilai-nilai politik yang 

beretika dan berbudaya sesui dengan demokrasi Pancasila.  

Faktanya pendidikan politik di kalangan masyarakat saat ini masih 

cenderung sangat lemah, seperti partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

politik seperti Pemilu cenderung menurun dan tingginya tingkat golongan 

putih (Golput) yang disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap 

kinerja dan figur partai politik. Berdasarkan hitung cepat LSI dengan 100% 

sampel, data Golput pada Pilpres 2019 mencapai 19,24%.8 Dampak dari hal 

tersebut yaitu terjadinya praktik polik uang atau money politicts untuk 

memperoleh suara rakyat atau hak pilih masyarakat yang dapat mengancam 

terhadap stabilitas demokrasi Indonesia.9 Sebagai contoh, terjadinya 

pelanggaran yang dilakukan oleh PPS di Kabupaten Sijunjung pada tahun 

2020 saat penyelenggaran pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah yang cenderung memenangkan salah satu pasangan calon 

Bupati dan caon Wakil Bupati di Kabupaten tersebut melalui media sosial.10 

PPS tersebut tidak memahami tentang prinsip-prinsip sebagai pihak 

penyelenggara pemilihan umum yaitu indenpendensi, imparsialitas, 

integeritas, transparansi, efisiensi, berorientasi, dan profesionalisme.  

Pelaksanaan pemilihan umum tidak dapat terlepas dari keterlibatan 

atau partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang 

jaminan dan perlindungan negara terhadap hak-hak sipil dan politik warga 

negara yang meliputi hak untuk meyampaikan pendapat, hak untuk 

berserikat, hak untuk memilih dan hak yang sama di mata hukum dan 

pemerintahan, serta mendapatkan hak untuk mendapatkan keadilan.11 

Menurut Hantington dan Nelson menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat 

merupakan keterlibatan masyarakat umum untuk menentukan segala 

 
8 https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48130161, diakses pada tanggal 20 Juni 2022, pukul 
19.30 wib 
9 Affandi, F. N. 2018. Pelaksanaan Program Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi 
Politik Generasi Muda (Studi Di Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Malang) (Doctoral dissertation, 
University of Muhammadiyah Malang). 
10 Istikharah, I., & Asrinaldi, A. 2019. Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Sebagai Penyelenggara 
Pemilu Tingkat Ad Hoc. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 6(2), 314-328. 
11 Budiardjo, M. 2008. Dasar-dasar ilmu politik edisi revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48130161
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keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupannya.12 Keterlibatan 

masyarakat terhadap pelaksananaan politik pada dasarnya adalah kegiatan 

sekelompok individu untuk ikut serta dalam kegiatan politik.  

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan 

umum juga dapat dilihat dari minimnya kontribusi dan keterlibatan 

masyarakat dalam proses pemantauan dan pengawasan.13 Pengawasan 

terhadap pelaksanaan setiap tahapan Pemilu sesungguhnya merupakan 

ranah masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya penguatan pendidikan 

politik di kalangan masyarakat untuk mendidik, mengembangkan, serta 

memberikan motivasi terhadap masyarakat khususnya para generasi muda 

agar terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan politik. Pentingnya 

memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan politik seperti pembentukan “Desa Peduli Pemilu” yang merupakan 

cikal bakal pendidikan politik lingkup sosial yang terkecil. Program ini 

tertuang dalam Keputusan Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan 

Pemilihan (DP3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.14 Program desa peduli Pemilu 

bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pembinaan kepada 

masyarakat mengenai arti penting pesta demokrasi atau kepemiluan melalui 

para kader di desa. Pembentukan kader desa peduli Pemilu ini dilandasi 

ketersebaran dari 271,3 juta penduduk Indonesia, 43,3 persennya tersebar 

di 74.961 desa.15 Apabila pendidikan politik lingkup sosial yang terkecil 

tersebut telah mampu meningkatkan pendidikan politik dan partisipasi 

masyarakat akan memberikan dampak bagi lingkup sosial yang lebih besar. 

Sehingga keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik 

 
12 Priandi, R., & Roisah, K. 2019. Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan 
umum di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(1), 106-116. 
13 Ramlan Surbakti dan Didik Suprayitno, Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses 

Penyelenggaran Pemilihan Umum (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2013) 
hal. 24 
14 https://kominfo.magetan.go.id/wp/program-desa-peduli-pemilu-untuk-perubahan-di-indonesia/ 
diakses pada tanggal 09 Agustus 2022, pukul 13.29 wib 
15 Ibid 

https://kominfo.magetan.go.id/wp/program-desa-peduli-pemilu-untuk-perubahan-di-indonesia/%20diakses
https://kominfo.magetan.go.id/wp/program-desa-peduli-pemilu-untuk-perubahan-di-indonesia/%20diakses
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akan cenderung meningkat di lingkup sosial yang lebih besar bahkan untuk 

lingkup nasional. 

Penguatan pendidikan politik masyarakat merupakan elemen penting 

dalam demokrasi yang melahirkan masyarakat yang memiliki sikap mandiri 

dan pemikiran yang rasional dalam bidang politik. Kemandirian dan rasional 

dalam berpolitik menjadi salah satu tolok ukur atau parameter kualitas 

demokrasi di suatu negara. Salah satu indikator masyarakat  yang memiliki 

sikap mandiri dan pemikiran yang rasional dalam politik ditunjukkan oleh 

masyarakat dalam menentukan pilihan pada kegiatan pesta demokrasi atau 

Pemilu, dengan tidak  berorientasi terhadap kepentingan politik jangka 

pendek misalnya uang, kekuasaan, dan kompensasi politik yang bersifat 

individual. Masyarakat akan menentukan pilihan politik dan memberikan 

kepercayaan kepada Parpol atau para kandidat dalam Pemilu yang memiliki 

kompetensi dan integritas dalam mengelola birokrasi pemerintahan. 

Kompetensi  dan integritas ini menjadi landasan bahwa tujuan akhir dari 

sistem politik demokrasi adalah kesejahteraan dan keadilan sosial bagi 

seluruh masyarakat.16 

Demokrasi merupakan tatanan hidup masyarakat dalam bernegara 

yang telah menjadi pilihan beberapa negara di dunia. Secara histori 

demokrasi lahir berasal dari masyarakat barat yang menuntut persamaan 

hak dan kedudukan yang sama sebagai warga negara di mata hukum. 

Seperti deklarasi di Amerika dan Perancis yang mana setiap warga negara 

di beda-bedakan haknya di mata hukum dan kedudukannya di lingkup 

sosial.17 Terjadi pergeseran demokrasi yang memiliki posisi sebagai poros 

utama dalam menentukan kebijakan negara namun, pihak pemerintahan 

melakukan berbagai langkah untuk membatasi hakikat kehendak dan 

kekuasaan rakyat dalam penyelenggaraan sistem tata negara khususnya di 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.18 Salah satu langkah yang dilakukan 

 
16 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 

tentang petunjuk teknis pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Gubenur dan 

Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 
17 Asmarudin, I. 2019. Hak Asasi Manusia dan Peradilan HAM. 
18 Arrsa, R. C. 2016. Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. Jurnal 
Konstitusi, 11(3), 515-537. 
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melalui perubahan konstitusi maupun undang-undang dan peraturan yang 

dibuat oleh rezim yang sedang berkuasa. Agar demokrasi dapat berjalan 

dengan baik dan menjadi pembiasaan, diperlukan peningkatan pengetahuan 

dan pemahaman tentang hak-hak politik dan kebebasan sipil melalui 

penguatan pendidikan politik masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan 

konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi merupakan proses atau 

tahapan pendewasaan demokrasi itu sendiri yang berarti demokrasi 

merupakan satu-satunya sistem politik yang digunakan (the only game in 

town).19 Hal tersebut juga dapat diartikan bahwa demokrasi merupakan 

proses pembiasaan yang dilakukan atas dasar proses internalisasi nilai, 

lembaga atau institusi, serta cara untuk mencapai tujuan melalui penguatan 

pendidikan politik masyarakat. Penguatan pendidikan politik masyarakat juga 

bertujuan untuk menigkatkan tingkat pengetahuan dan kepedulian 

masyarakat tentang pentingnya politik dalam pemilihan umum. Sikap 

kepedulian masyarakat diharapakan dapat menumbuhkembangkan 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan masyarakat tentang penting 

Pendidikan politik masyarakat dalam rangka mewujudkan konsolidasi 

demokrasi sebagai intstrumen pokok sistem politik di Indonesia.20  

Pendidikan politik masyarakat saat ini belum dapat dilaksanakan 

sesuai dengan yang diharapkan, diantaranya: belum adanya regulasi 

pendidikan politik masyarakakat, kurangnya peran pemangku 

kepentingan/stakeholder dalam penguatan pendidikan politik masyarakat 

serata belum optimalnya implementasi pendidikan politik masyarakat guna 

mewujudkan konsolidasi demokrasi. Pendidikan politik masyarakat selama 

ini diselenggarakan melalui metode sosialisasi Pemilu yang menitikberatkan 

pada mekanisme pencoblosan dan penjelasan praktek politik 

ketatanegaraan. Stakeholder yang terlibat didominasi pemerintah, 

penyelenggara Pemilu dan Parpol, sehingga pendidikan politik lebih mirip 

agenda 5 (lima) tahunan Pemilu. Penguatan pendidikan politik masyarakat 

 
19 Wedanti, I. G. A. J. M. 2021. Penetapan Satu Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala 
Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 Sebagai Implementasi Pemilu Berintegritas. Vyavahara 
Duta, 16(1), 25-36. 
20 Megawati, M., & Padang, A. T. 2020. Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Meningkatkan 
Partisipasi Pemilih Pemula. Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah, 2(3), 522-532. 
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perlu ditingkatkan, dilaksanakan secara berkelanjutan dengan metode 

kolaboratif melibatkan banyak stakeholder. Stakeholder tidak hanya sekedar 

aktor pemberi pemahaman politik, tetapi membangun kesadaran bersama 

antar kelompok masyarakat akan hakikat hak dan kewajiban sebagai warga 

negara. Metode ini  diharapkan akan terbangunnya rasa memiliki terhadap 

bangsa Indonesia (sense of belonging), rasa peduli terhadap sesama (sense 

of crisis), rasa tanggung jawab kelangsungan hidup bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara (sence of responsibility) sehingga berdampak 

terhadap bangsa Indonesia untuk layak dan mampu mewujudkan demokrasi 

dalam tatanan kehidupan bernegara. 

2. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui berbagai masalah yang 

ditemukan dalam pendidikan politik masyarakat . Dari fenomena tersebut dapat 

dikemukakan rumusan masalah dalam Taskap ini yaitu “Bagaimana memperkuat 

pendidikan politik masyarakat guna mewujudkan konsolidasi masyarakat?”. Dari 

rumusan masalah tersebut, dirumuskan pertanyaan-pertanyaan kajian yang akan 

dianalisis dalam Taskap ini adalah: 

a.   Bagaimana regulasi pendidikan politik masyarakat guna mewujudkan 

konsolidasi demokrasi? 

b.  Bagaimana peran pemangku kepentingan/stakeholder dalam 

penguatan pendidikan politik masyarakat guna mewujudkan konsolidasi 

demokrasi?  

c.  Bagaimana implementasi pendidikan politik masyarakat guna 

mewujudkan konsolidasi demokrasi? 

3. Maksud dan Tujuan 

a. Maksud  

Penulisan Taskap ini memberikan gambaran tentang 

penguatan pendidikan politik masyarakat guna mewujudkan 

konsolidasi demokrasi, sehingga diperoleh rekomendasi yang 

perlukan dalam rangka mewujudkan konsolidasi demokrasi. 
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b. Tujuan  

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak terkait dalam 

menentukan kebijakan dan upaya menguatkan pendidikan politik 

masyarakat guna mewujudkan konsolidasi demokrasi. 

4. Ruang Lingkup dan Sistematika 

a. Ruang Lingkup.  

Ruang lingkup penulisan Taskap ini dibatasi dan difokuskan 

pada penguatan pendidikan politik masyarakat yang berhubungan 

dengan regulasi, peran pemangku kepentingan/stakeholder (KPU, 

Parpol, Bakesbangpol, LSM/Ormas dan Media sosial) serta 

implementasi pendidikan politik masyarakat guna mewujudkan 

konsolidasi demokrasi. 

b. Sistematika 

Untuk memudahkan penulisan Taskap ini disusun dengan 

sistematika sebagai berukut: 

1) Bab I Pendahuluan. 

Pendahuluan ini menjelaskan latarbelakang yang 

menggambarkan secara singkat bagaimana perkembangan 

demokrasi di Indonesia, dampaknya terhadap kehidupan sosial 

masyarakat, pelaksanaan pendidikan politik dan konsolidasi 

demokrasi yang diharapkan, rumusan masalah, maksud dan 

tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode pendekatan 

serta pengertian-pengertian yang ada agar tidak terdapat 

perbedaan penafsiran untuk memberikan gambaran yeng lebih 

jelas dari pembahasan dalam Taskap.  

2) Bab II Tinjauan Pustaka. 
 

 Meliputi rujukan-rujukan dan landasan teori yang 

dijadikan sebagai kerangka analisis, terdiri dari peraturan 

perundangan-undangan, kerangka teoritis, data dan fakta, 

serta lingkungan strategis.  

3) Bab III Pembahasan. 

Merupakan pembahasan data- data yang terkait dengan 

pertanyaan pertanyaan kajian beradasarkan teori dan 
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peraturan perundang-undangan yang relevan, dari aspek 

regulasi, peran pemangku kepentingan dan implementasi 

pendidikan politik guna mewujudkan konsolidasi demokrasi 

untuk bisa diperoleh faktor penyebab masalah (akar masalah) 

dan cara mengatasinya. 

4) Bab IV Penutup. 
 

Membahas tentang simpulan yang menguraikan secara 

sistematis, singkat dan jelas serta ditutup dengan rekomendasi 

sebagai saran tindak lanjut kepada pemangku kebijakan untuk 

dapat diimplementasikan dalam keberhasilan pemecahan 

persoalan. 
 

5. Metode Pendekatan. 

a. Metode.  

Metode yang digunakan dalam penelitian Taskap ini adalah 

analisis kuantitatif atau deskriptif. Metode ini menekankan pada  

pengumpulan dan analisis penyajian data dan fakta berdasarkan 

metode penelitian literatur (studi kepustakaan) dari data sekunder. 

b. Pendekatan.   

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dalam 

Taskap ini adalah dengan menggunakan analisis berbagai disiplin 

ilmu sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan. 

6. Pengertian. 

a. Penguatan.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penguatan 

adalah proses, cara, perbuatan menguati atau menguatkan.21 

b. Pendidikan.  

Pendidikan merupakan sarana dana tau suatu proses 

seseorang untuk mencapai kecerdasan intelektualitas atau 

intelegensi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian 

manusia.22 

 
21 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat. 
22 Anwar, M. 2015. Filsafat pendidikan. Kencana. 
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 c. Politik. 

Menurut Miriam Budiardjo (2008) politik merupakan suatu 

sistem yang menyangkut proses dalam menentukan dan 

melaksanakan berbagai tujuan yang telah direncanakan.23 

d. Pendidikan Politik.     

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan 

pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap 

warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

e. Konsolidasi.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konsolidasi 

merupakan meleburnya dua atau lebih baik kelompok maupun 

organisasi yang kemudian menjadi satu-kesatuan dan memiliki visi 

yang sama atau disamakan.24 

f. Demokrasi.  

Menurut Aristoteles demokrasi merupakan suatu kebebasan 

setiap warga negara yang digunakan saling berbagi kekuasaan di 

suatu negara.25 

g. Konsolidasi Demokrasi.  

Menurut Larry Diamond (2003) konsolidasi demokrasi 

merupakan proses pencapaian legitimasi yang luas dan kuat dimana  

semua aktor politik baik tingkat elit maupun massa percaya bahwa 

rezim demokrasi adalah yang paling benar dan tepat dan dianggap 

lebih baik dari sistem alternatif lainnya, sehingga para pemangku 

kepentingan sepakat untuk menghormati demokrasi baik berupa 

hukum, prosedur dan institusi yang ditetapkan sebagai satu-satunya 

kerangka kerja yang layak untuk mengatur masyarakat dan 

memajukan kepentingan bersama.26 

 
23 Alfaqi, M. Z. 2016. Memahami Indonesia melalui prespektif nasionalisme, politik identitas, serta 
solidaritas. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 28(2). 
24 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat. 
25 Risma Anindita, “Demokrasi Indonesia” https://osf.io/pej4x diakses tanggal 20 Juni 2022, pukul 
19.15 wib. 
26 Larry Diamond, Developing Democracy toward Consolidation (alih bahasa Tim Institute for 
Research and Empowerment (IRE), (Yogyakarta: IRE Press, 2003), 84. 

https://osf.io/pej4x
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

7. Umum  

Pendidikan politik merupakan upaya untuk mengubah proses 

sosialisasi politik masyarakat sehingga memahami dan menghayati betul 

nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak 

dibangun, yaitu mampu menjadi partisipan yang bertanggungjawab secara 

etis/moral, membentuk masyarakat yang mandiri dan kritis, mendorong 

masyarakat yang sadar politik, serta meminimalkan  konflik ditengah-tengah 

masyarakat dalam pencapaian tujuan politik guna terwujudnya konsolidasi 

demokrasi. 

Bab ini  memuat beberapa peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan pendidikan politik sebagai landasan operasional dalam 

implementasi penguatan pendidikan politik masyarakat, kerangka teoritis 

yang terdiri dari berbagai teori yaitu teori pendidikan politik, teori konsolidasi 

demokrasi, analisis SWOT serta data dan fakta aktual bagaimana kondisi 

pendidikan politik masyarakat saat ini sebagai dasar pada pembahasan 

untuk mengidentifikasikan lebih dalam mengenai kondisi tersebut. 

Selanjutnya perkembangan lingkungan strategis mulai dari lingkungan 

global, regional sampai dengan nasional yang perlu dicermati dari berbagai 

isu menonjol yang berpengaruh kuat terhadap penguatan pendidikan politik 

masyarakat guna mewujudkan konsolidasi demokrasi di Indonesia.  

8. Peraturan Perundang- Undangan.  

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan 

terkait dengan pendidikan politik dan konsolidasi demokrasi antara lain:  

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2011 tentang Partai Politik 

1) Dalam Pasal 13 huruf e, mengatur mengenai kewajiban Parpol, 

dimana salah satu kewajiban Parpol adalah melakukan pendidikan 

politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya.27 

 
27 Ibit Pasal 13 huru f 

11 
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2) Pasal 31 menegaskan bahwa pendidikan politik harus 

memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang bertujuan 

selain meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, juga 

ditujukan untuk meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga 

negara dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa 

termasuk membangun etika budaya politik.28 

3) Pasal 34 ayat 3a bahwa bantuan keuangan Parpol yang 

berasal dari pemerintah dan Pemda melalui APBN dan APBD 

diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik.29  

Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas secara umum dapat 

disimpulkan bahwa pengaturan mengenai pendidikan politik dalam 

undang-undang tentang Parpol tergambar dengan jelas, bahwa 

pemerintah dan DPR berkomitmen mendorong penguatan tata kelola 

pengkaderan Parpol serta rekruitmen politik yang efektif untuk 

menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki 

kemampuan bidang politik melalui pendidikan politik. Penguatan 

peran Parpol dalam pendidikan politik juga didukung dengan adanya 

alokasi anggaran baik dari APBN maupun dari APBD yang secara 

tegas diprioritaskan untuk penguatan pendidikan politik. Diharapkan 

dengan sistem pengkaderan yang baik, serta peningkatan 

pemahaman politik dan demokrasi ala Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila dapat mendorong terwujudnya konsolidasi demokrasi yang 

diharapkan. 

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

1) Pasal 1 ayat 1, pemilihan umum yang selanjutnya disebut 

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR,  

Anggota DPD, Perisiden dan Wakil Presiden  dan memilih anggota 

DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945.30 

 
28 Ibid, Pasal 31. 
29 Pasal 34 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 
30 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
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2) Pasal 261 ayat 1, kampanye Pemilu yang meliputi visi-misi dan 

program pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Parpol dan 

anggota DPD merupakan salah satu bentuk pendidikan politik yang 

dilaksanakan secara bertanggungjawab.31 

3) Pasal 261 ayat 2, mewajibkan KPU untuk memfasilitasi 

pendidikan politik melalui kampanye dengan melakukan 

penyebarluasan materi kampanye mengenai visi-misi dan program 

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Parpol dan anggota 

DPD melalui lambaga KPU dan lembaga penyiaran public.32 

4) Pasal 434 ayat (3) huruf d memberikan mandat, kewenangan 

dan peran kepada pemerintah dan Pemda untuk memberikan 

dukungan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan Pemilu untuk 

melakukan pendidikan politik bagi pemilih guna meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam pemilu.33 

5) Pasal 448 ayat (2) huruf b memberikan ruang kepada 

masyarakat baik perseorangan maupun kelompok untuk 

berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu salah satunya adalah 

pendidikan politik kepada pemilih.34  

6) Pasal 448 ayat (3) partisipasi masyarakat bertujuan untuk 

meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas dan harus 

mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi pelaksanaan pemilu 

yang aman, damai, tertib dan lancar.35 

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal tersebut, maka jika 

dikaitkan dengan pembahasan substansi materi Taskap, Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur 

substansi mengenai peran masing-masing stakeholder dalam 

pelaksanaan pendidikan politik khususnya dalam konteks 

penyelenggaraan Pemilu. Mulai dari penyelenggaraan Pemilu, 

pemerintah, Parpol sampai dengan masyarakat.  

 
31 Ibid , Pasal 261 ayat 1 
32 Ibid, Pasal 261 ayat 2 
33 Ibid, Pasal 434 ayat 2 huruf d 
34 Ibid, Pasal 448 ayat 2 huruf b 
35 Ibid, Pasal 448 ayat 3 
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c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. 

Peraturan Presiden tersebut dijelaskan mengenai upaya 

penguatan konsolidasi demokrasi yang dilakukan melalui beberapa 

aspek, yaitu:36 

1)  Penguatan kapasitas lembaga demokrasi melalui. Penguatan 

peraturan perundang-undangan bidang politik yang meliputi 

perubahan terhadap undang-undang tentang Parpol untuk 

mengakomodir pengaturan penguatan Parpol melalui peningkatan 

bantuan keuangan dan undang-undang tentang Pemilu mengenai 

simplifikasi peraturan Pemilu dan Pilkada.  

a) Pemantapan demokrasi internal Parpol melalui 

penyusunan kode etik dan optimalisasi sistem kaderisasi 

Parpol.  

b)  Penguatan transparansi dan akuntabilitas Parpol 

melalui penyusunan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) 

untuk mendorong perbaikan tata kelola Parpol kedepan.  

c)  Penguatan penyelenggara Pemilu melalui penguatan 

organisasi dan mekanisme keserentakan masa jabatan 

anggotan KPU dan Bawaslu. 

2) Penguatan kesetaraan dan kebebasan yang dilakukan melalui:  

a)  Pendidikan politik bagi pemilih yang konsisten untuk 

meningkatkan pemahaman politik masyarakat dan 

membangun kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai 

warga negara serta membangun etika budaya politik secara 

nasional.  

b) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi 

masyarakat sipil melaui penguatan pemberdayaan dan 

kemitraan bagi organisasi masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan nasional kedepan.  

 
36 Op. Cit, Lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Hal. VIII-14 
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c)  Penyelenggaraan kepemiluan yang baik yang meliputi 

penguatan indeks demokrasi indonesia, penanganan indeks 

kerawanan Pemilu, penanganan politik identitas, serta upaya 

meminimalisir kecurangan Pemilu seperti politik uang, 

kampanye hitam, berita hoax dan ujaran kebencian serta 

netralitas penyelenggara dan aparatur pemerintah. 

3) Peningkatan kualitas komunikasi publik melalui:  

a)  Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik 

yang meliputi keterbukaan informasi publik dan penyediaan 

konten dan akses informasi dan komunikasi kepada publik.  

b)  Peningkatan literasi teknik informasi dan komunikasi 

melalui sosialisasi dan iklan layanan masyarakat serta 

penyediaan sarana pengaduan berita-berita hoax dan ujaran 

kebencian.  

c)  Penguatan peran dan kualitas SDM dengan 

mentargetkan 50.000 orang dari kalangan lembaga pers, 

penyiaran dan jurnalis. 

Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut menjelaskan tentang 

pentingnya penguatan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan 

kesetaraan dan kebebasan serta penyelenggaraan kepemiluan yang 

baik. Penguatan ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap 

terwujudnya konsolidasi demokrasi.  

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2020 tentang 

Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. 

1) Pasal 3 dan Pasal 4, bahwa sasaran dalam fasilitasi 

penyelenggaraan pendidikan politik ditujukan untuk meningkatkan 

kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan kemandirian, 

kedewasaan dan pencapaian prestasi dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mengembangkan 

karakter bangsa yang selaras dengan budaya dan sejarah bangsa, 



16 
 

namun tetap mengedepankan prinsip adil, merata, transparansi dan 

non diskriminatif.37 

2) Pasal 6, fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik yang 

dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain: seminar, 

sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan, 

asistensi/pelatihan dan bimbingan teknis, pagelaran seni budaya, 

jambore, perlombaan serta kegiatan lainnya yang bertujuan 

memberikan pemahaman politik mengenai hak dan kewajiban 

sebagai warga negara.38  

3) Pasal 11 ayat 3 dan 4 membaginya menjadi materi wajib  dan 

materi pilihan. Materi wajib meliputi Pancasila dan Undang-undang 

Dasar 1945, sementara materi pilihan meliputi: demokrasi, HAM, 

sistem pemerintahan, Hankam, budaya dan etika politik, kebijakan 

publik, pendidikan kewarganegaraan, kesejahteraan sosial, tata ruang 

dan lingkungan, asas pemerintahan yang baik, globalisasi dan politik 

luar negeri, Parpol, dan otonomi daerah.39 

Permendagri ini merupakan pedoman bagi Pemda dalam 

memberikan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik yang 

bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Parpol, partai lokal, 

organisasi kemasyarakatan, dan lembaga atau instansi vertikal dalam 

mengakses jalur-jalur terkait penyelenggaraan pendidikan politik.40 

Adapun beberapa substansi pengaturan dalam Permendagri ini 

meliputi sasaran, kegiatan dan materi dalam penyelenggaraan 

fasilitasi pendidikan politik.  

9. Kerangka Teoritis. 

Untuk mendukung analisis terhadap pembahasan mengenai 

penguatan pendidikan politik dalam rangka mewujudkan konsolidasi 

demokrasi, penulis menggunakan beberapa teori yang relevan dan pendapat 

dari peneliti terdahulu yang membahas mengenai pendidikan politik dan 

 
37 Ibid Pasal 3 dan Pasal 4 
38 Ibid, Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) 
39 Ibid Pasal 6 
40 Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2020 tentang Pedoman Fasilitasi 
Penyelenggaraan Pendidikan Politik. 
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konsolidasi demokrasi. Adapun beberapa teori dan hasil penelitian terdahulu 

antara lain: 

a. Teori Pendidikan Politik 

1) Menurut Hayer dalam Kartini Kartono (1996) pendidikan politik 

merupakan suatu upaya pendidikan yang dilakukan secara terencana 

dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi 

partisipan yang bertanggungjawab secara etis/moral dalam 

pencapaian tujuan politik.41 

2) Pandev dan Kumar dalam Nigun (2015) menguraikan lebih 

mendalam bahwa pendidikan politik merupakan suatu proses 

menginternalisasikan nilai-nilai dari suatu sistem politik yang ideal 

kepada warga negara atau proses belajar mengenai bagaimana 

bersosialisasi dalam budaya politik, bagaimana cara berpikir dan 

bertindak kritis terhadap situasi politik tertentu, bagaimana 

beradaptasi dengan proses politik, mengetahui dan memahami 

bagaimana sistem politik, termasuk bagaimana membuat suatu 

keputusan secara rasional.42 

3) Selanjutnya berdasarkan metode pendidikannya, Purwanto 

dalam Pasaribu (2017) menyebutkan bahwa pendidikan politik dapat 

ditempuh baik secara formal maupun non formal yaitu metode 

pendidikan yang diterima baik di lingkungan keluarga maupun 

masyarakat luas. 43  

Berdasarkan pendapat tentang teori tersebut, secara garis 

besar pendidikan politik dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk 

meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat agar 

menjadi masyarakat yang cerdas, kritis namun tetap 

bertanggungjawab. Pendidikan politik memiliki misi penting dalam 

memberikan pemahaman politik kepada masyarakat serta 

 
41 Kartini kartono, “Pendidikan Politik” (Bandung: Mandar Maju, 1996) hal. 64 
42 Lihat Harun Gafur, “Risalah Antar Peradaban Masa Depan Demokrasi Indonesia” (Malang: CV. 
Literasi Nusantara Abadi, 2020) hal. 67 
43 Payerli Pasaribu, “Peranan Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik” (JPPUMA: 
Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Vol.5 No. (1) 51-59, 2017) hal.57 
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membangun masyarakat agar memiliki kesadaran politik dan 

partisipasi yang tinggi dalam kehidupan politik.  

b. Teori Konsolidasi Demokrasi. 

Konsolidasi demokrasi dapat diartikan sebagai suatu proses 

penggabungan beberapa elemen demokrasi yang melibatkan 

lembaga atau isntitusi politik, baik Parpol, elit, kelompok kepentingan 

maupun masyarakat politik untuk memperoleh kesepakatan bersama 

yang menyangkut nilai-nilai politik yang dapat mendekatkan dan 

mempertemukan elemen politik diatas untuk menjadi suatu kekuatan 

yang relatif padu selama transisi menuju demokrasi.44 Dalam rangka 

pencapaian konsolidasi demokrasi tersebut, dibutuhkan pemetaan 

berbagai inter relasi arena dalam tubuh parlemen, hal tersebut 

sebagaimana digambarkan Linz dan Stepan (1996) dalam Aji Deni 

sebagai berikut:45  

1) Civil Society yang mengusung gagasan berbagai asosiasi dan 

proses komunikasi.  

2)  Political Society dimana Parpol parlemen mengusung 

kontestasi Pemilu dan representasi yang lebih terbuka dan bebas.  

3)  Rule of Law, yang mengusung konstitusi negara.  

4)  State Aparatus dengan fungsi penegakan otoritas birokrasi 

yang legal dan rasional.  

5)  Economy Society sebagai institusi pasar yang mempengaruh 

besar atas pasang surutnya dinamika demokrasi, ekonomi dan politik 

di Indonesia.  

Untuk mengoptimalisasikan kelima hal tersebut, perlu dikaitkan 

dengan gagasan dan pendapat Diamond (1999) dalam bukunya 

Developing Democracy: Toward Consolidation yang menyatakan 

bahwa konsolidasi demokrasi menekankan pada pencapaian 

legitimasi yang kuat dari tiga level aktor politik yaitu:46  

 
44 O’ Donnel Guillermo dan Schmitter Phillipe C., “Transisi Menuju Demokrasi” (Jakarta: LP3ES, 
1993) hal. 24-6 
45 Aji Deni, “Konsolidasi Demokrasi: Perbaikan Kualitas Demokrasi di Indonesia” (Yogyakarta: 
Naufan Pustaka, 2016) hal. 24 
46 Ibid, hal. 26 
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1) Level elit. Problematika besar bagi konsolidasi demokrasi 

adalah bagaimana merumuskan norma kepercayaan dan perilaku 

para elit politik bangsa untuk saling menghargai dan menghormati 

pada legitimasi demokrasi. Idealnya para elit politik yang telah 

memenuhi kriteria demokratis akan menjauhkan diri dari bentuk-

bentuk kekerasan, dan akan menjunjung tinggi hukum, konstitusi, dan 

norma-norma perilaku politik.   

2) Level organisasi. Dalam hal ini kepercayaan masyarakat pada 

Parpol, kelompok kepentingan dan gerakan sosial idealnya  

dipertegas dalam konstitusi masing-masing lembaga dengan 

berkomitmen dalam penegakan demokrasi. Dengan demikian maka 

kesadaran organisasi akan lebih dominan dari pada kepentingan 

pribadi elit yang mencederai demokrasi. 

3) Level masa. Idealnya kepercayaan masa harus mendekati 

mayoritas secara konsisten meyakini bahwa demokrasi merupakan 

mekanisme terbaik dari mekanisme seluruh kekuasaan dan tata 

kelola pemerintahan. Sehingga perilaku masa akan menghindari cara-

cara kekerasan, kecurangan maupun metode illegal lainnya. 

Berdasarkan pendapat diatas, maka salah satu pendekatan 

atau analisis terhadap konsolidasi demokrasi adalah sejauhmana 

interaksi antara prosedur-prosedur demokrasi yang disepakati 

dengan kinerja para aktor politik dalam memaksimalkan konsolidasi 

tersebut. Demokrasi dikatakan telah terkonsolidasi ketika tiga karakter 

telah terwakili dengan baik yaitu, perilaku, sikap dan konstitusi 

demokrasi yang telah memenuhi sejumlah asumsi demokrasi.47 

c. Analisis SWOT 

Menurut Sondang P. Siagian, analisis SWOT merupakan 

instrument analisis yang sangat ampuh jika digunakan secara tepat 

terdiri dari Strenghs (kekuatan), Weakneses (kelemahan), Portunities 

 
47 Ibid, hal 28. 
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(peluang), dan Threats (ancaman).48 Dalam analisis SWOT terdapat 

pembagian faktor-faktor strategis yaitu:49 

1) Faktor Kekuatan. Kekuatan merupakan sumberdaya atau 

kapabilitas yang dimiliki atau tersedia pada suatu organisasi dengan 

segala kelebihan dan keunggulannya yang dapat mendorong 

pemenuhan kebutuhan dan kemajuan organisasi, antara lain: 

keuangan, anggaran, program, kepemimpinan, relasi  dan faktor 

lainnya. 

2) Faktor Kelemahan. Kelemahan merupakan keterbatasan atau 

kekurangan yang menjadi penghalang atau hambatan bagi 

keberlangsungan organisasi, antara lain seperti: sarana dan 

prasarana, kemampuan manajerial, serta keterampilan. 

3) Faktor Peluang. Peluang merupakan berbagai situasi, 

kondisi, lingkungan yang memberikan keuntungan bagi organisasi, 

antara lain sepert: regulasi, perubahan teknologi dan faktor lainnya. 

4) Faktor Ancaman. Ancaman merupakan situasi, kondisi, 

lingkungan yang saling menguntungkan bagi organisasi, jika tidak 

diatasi dan diantisipasi akan berdampak pada keberlangsungan 

organisasi kedepan. 

Selanjutnya untuk menganalisis lebih mendalam tentang 

SWOT, perlu juga melihat faktor internal dan faktor eksternal sebagai 

bagian yang penting dalam proses analisis. Faktor internal akan 

mempengaruhi terbentuknya Strenghs (kekuatan), Weakneses 

(kelemahan), sementara faktor eksternal akan mempengaruhi 

Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman). Berdasarkan faktor-

faktor tersebut disusun dalam matrik SWOT yang dapat 

menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman dari eksternal 

diantisipasi oleh kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, sehingga 

akan lebih mudah untuk merumuskan berbagai strategi.50 

 
48 Sondang P. Siangian, “Manajemen Strategik (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000) hal. 172 
49 Ibid, hal. 173 
50 Hasan Umar, “Desain Penelitian manajemen Strategik (Jakarta: Rajawali Press, 2010) hal.86 
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1) Strategi SO (strength- opportunity). Strategi ini dibuat 

berdasarkan jalan pikiran organisasi dengan memanfaatkan seluruh 

kekuatan yang dimiliki untuk merebut dan memanfaatkan peluang 

yang sebesar-besarnya. 

2) Strategi ST (strength-threath). Strategi ini dibuat berdasarkan 

kekuatan yang dimiliki untuk mengantisipasi ancaman-ancaman yang 

ada. 

3) Strategi WO (Weakness-opportunity).Strategi ini ditetapkan 

berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan meminimalisir 

kelemahan yang ada. 

4) Strategi WT (weakness-threath). Strategi ini berusaha 

meminimalisir kelemahan-kelemahan yang ada sekaligus 

menghindari ancaman-ancaman yang akan dihadapi.  

Berdasarkan analisis SWOT tersebut penulis akan 

mengklasifikasikan mana yang merupakan kekuatan dan peluang, 

serta mana yang menjadi kelemahan dan ancaman. Peraturan 

perundang-undangan yang ada tentunya akan menjadi faktor 

kekuatan dan peluang dalam pelaksanaan pendidikan politik. 

Sebaliknya kendala-kendala yang dihadapi oleh masing-masing 

stakeholder akan dianalaisis kaitannya dengan kelemahan dan 

ancaman. Berdasarkan data-data hasil analisis SWOT tersebut akan 

disusun strategi-strategi apa saja yang harus dilakukan kaitannya 

dengan perumusan regulasi pendidikan politik, penguatan peran 

masig-masing stakeholders serta strategi implementasi pendidikan 

politik kedepan dalam rangkan mendukung terwujudnya konsolidasi 

demokrasi. 

10. Data dan Fakta  

Pancasila sebagai philosofische grondslag menjadi nilai dasar bagi 

setiap warga negaranya dalam mejalankan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara termasuk dalam pelaksanaan demokrasi. 

Demokrasi Pancasila merupakan budaya demokrasi dengan karakteristik 

yang khas yang mengandung prinsip yang didasari kerakyatan yang dipimpin 
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oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang 

berketuhanan, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan 

Indonesia, dan bertujuan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Oleh karena itu, perwujudan demokrasi di Indonesia tidak bisa 

lepas dari Pancasila sebagai dasar negara.  

Perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini menunjukan hasil 

positif, terutama setelah melihat fakta-fakta terselenggaranya Pemilu secara 

tertib dan damai. Namun sebagian pihak justru menganggap bahwa 

demokrasi hanya memanjakan para elit politik sehingga rakyat belum 

merasakan dampak dari demokrasi secara signifikan, terutama terhadap 

kesejahteraan dan kemakmurannya.51 Di sisi lain tumbuh kembangnya 

masyarakat sipil tidak diiringi dengan tumbuhnya ketertiban sosial, akibatnya 

banyak masyarakat kecewa karena demokrasi cenderung liberal karena 

tidak diikuti oleh penegakan hukum yang kuat sehingga kedaulatan rakyat 

tidak sejalan dengan kedaulatan hukum. Demokrasi saat ini cenderung 

prosedural yang berorientasi hanya pada pelaksanaan rutinitas pemilihan 

umum belaka. Bahkan pelaksanaan Pemilu belum mampu meningkatkan 

kualitas demokrasi yang bersifat substansial sebagaimana yang diharapkan, 

sebaliknya justru diramaikan dengan perilaku yang mencederai demokrasi 

itu sendiri seperti politik uang, polarisasi masyarakat, berkembangnya berita 

hoax, kecurangan dan masih menjadi ajang rivalitas kekuasaan yang tidak 

sehat yang jauh dari harapan terselenggaranya Pemilu Luber dan Jurdil yang 

menghasilkan wakil rakyat dan pimpinan nasional yang berkualitas dan 

berintegritas. 

Timbulnya problem demorkasi dan Pemilu di Indonesia bukanlah 

disebabkan oleh kesalahan konseptual paradigmatik dan pengaturan 

normatifnya, melainkan lebih disebabkan melencengnya implementasi 

demokrasi dari sistem yang mendasarinya.52 Oleh karena itu dibutuhkan 

kesadaran seluruh elemen masyarakat dan partai politik dalam mewujudkan 

 
51 Mahfud MD disampaikan pada acara Sosilaisasi Pendidikan Politik Masarakat bertemakan 
“Capaian dan Catatan tentang Demokrasi dan Pemilu Sebagai Agenda Reformasi”, yang 
diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Padang Tanggal 8 Agustus 2013 
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8091 diakses tanggal 22 Juni 2022, pukul 21.05 
wib 
52 ibid 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8091
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konsolidasi demokrasi termasuk dalam proses perekrutan pimpinan politik 

dengan penuh tanggaung jawab dan menjunjung tinggi integritas moral salah 

satunya melalui pendidikan politik. 

Sejalan dengan upaya tersebut dalam dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 

sampai dengan RPJMN Tahun 2020-2024, pendidikan politik menjadi 

agenda prioritas nasional dalam rangka mewujudkan konsolidasi demokrasi. 

Adapun sasaran strategis pelaksanaan pendidikan politik yaitu: 

meningkatkan partisipasi politik masyarakat, meningkatkan keterwakilan 

perempuan dalam politik, dan mengurangi terjadinya pelanggaran dalam 

proses Pemilu. 

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum peningkatan partisipasi 

pemilih belum signifikan sebagaimana yang diharapkan, hal tersebut dapat 

dilihat dari hasil Pemilu tahun 2019 dengan tingkat partisipasi pemilih 

mencapai 81,69%. Angka tersebut memang mengalami kenaikan jika 

dibandingkan dengan partisipasi Pemilu tahun 2014 yang hanya mencapai 

75,11 %. Tetapi tingkat partisipasi pemilu tahun 2019 masih jauh dibawah 

jika dibandingkan dengan Pemilu tahun 1999 dan Pemilu sebelumnya yang 

angka tingkat partisipasi Pemilunya rata-rata mencapai 92% lebih. Bahkan 

yang lebih menarik angka suara tidak sah dalam Pemilu tahun 2019 

mencapai 11,12%.53 Data tersebut telah menunjukan bahwa belum adanya 

kesadaran yang penuh dari masyarakat untuk berpastisipasi secara aktif 

dalam politik. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi merupakan modal 

konsolidasi nasional dalam memberikan legitimasi pada pemerintahan yang 

efektif dan kuat. 

Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap 

pengawasan pelaksanaan Pemilu tahun 2019 terdapat dugaan pelanggaran 

sebanyak 21.169 pelanggaran, yang kemudian dilakukan pemeriksaan dan 

penanganan sehingga jumlah keseluruhan pelanggaran setelah 

pemeriksaan dan penanganan menjadi 18.564 pelanggaran yang 

diklasifikasikan menjadi pelanggaran adminitrasi sebanyak 16.134, 

 
53 Komisi Pemilihan Umum, “Data Partisipasi Pemilihan”  
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pelanggaran kode etik sebanyak 373, pelanggaran pidana Pemilu sebanyak 

582, dan pelanggaran lainnya mencapai 1.475 pelanggaran. Pelanggaran 

Pemilu banyak yang dilakukan oleh calon legislatif dan petugas Pemilu. 54  

Berdasarkan data Bawaslu pada Pemilihan kepala daerah serentak 

2019, jumlah laporan terkait politik uang mencapai 147 kasus atau setara 7,3 

persen di Sumatera, Kalimantan menempati posisi kedua dengan jumlah 

laporan politik uang mencapai 6,4 persen, disusul Sulawesi 5,3 persen.55 

Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia terkait dengan politik 

uang yang dilakukan pada 11-14 Desember 2020 bahwa terdapat 61% 

responden yang menganggap bahwa pemberian uang dan hadiah dari 

kandidat merupakan hal yang wajar dan akan menerima uang atau hadiah 

tersebut.  

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, bahwa bantuan 

keuangan Parpol untuk pelaksanaan pendidikan politik masih minim. Pada 

tingkat pusat angka bantuan keuangan Parpol yang berasal dari APBN 

sebesar Rp.126.376.418.000,- atau sekitar 1,5% dari jumlah total APBN. 

Sementara pada tingkat provinsi bantuan keuangan Parpol yang berasal dari 

APBD provinsi sebesar Rp. 319.942.436.024,- atau sekitar 0,09%  dari APBD 

Provinsi. Kemudian pada tingkat Kabupaten/Kota bantuan keuangan Parpol 

yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota sebesar Rp. 583.378.038.731,- 

atau sekitar 0.70% dari APBD  Kabupaten/Kota. Jumlah tersebut sangat kecil 

jika dibandingkan dengan sasaran yang ingin dicapai. Apalagi dalam 

prakteknya bantuan keuangan hanya diberikan kepada Parpol yang memiliki 

kursi baik di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan 

besaran jumlahnya disesuaikan dengan jumlah suara sah masing-masing 

Parpol berdasarkan hasil Pemilu. Dengan demikian tentunya tidak semua 

Parpol mendapatkan fasilitas dari pemerintah atau Pemda untuk 

melaksanakan kewajibannya dalam hal pendidikan politik, dampaknya 

Parpol yang memiliki suara terbanyak akan memperoleh dukungan 

pembiayaan untuk pendidikan politik lebih luas kepada kadernya.  

 
54 Bawaslu RI “Laporan Kinerja Bawaslu RI Tahun Anggaran 2019” 
55 https://jaring.id/datatalk-asia-politik-uang-paling-banyak-dilaporkan-di-sumatera/dikases pada 

tanggal 12 Juli 2022, pukul 19.15 wib 

https://jaring.id/datatalk-asia-politik-uang-paling-banyak-dilaporkan-di-sumatera/dikases
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Berdasarkan data dan fakta diatas, maka patut diasumsikan bahwa 

pelaksanaan pendidikan politik belum berjalan secara optimal, tingkat 

kesadaran masyarakat yang masih rendah, kaderisasi Parpol yang belum 

maksimal, serta tingginya tingkat pelanggaran baik yang dilakukan oleh 

masyarakat, partai politik, kontestan, penyelenggara Pemilu maupun 

pemerintah menunjukan bahwa pendidikan politik perlu ditingkatkan baik 

pada aspek regulasi, peran masing-masing stakeholder, maupun pada 

aspek implementasinya agar konsolidasi demokrasi secara nasional dapat 

diwujudkan. 

11. Lingkungan Strategis  

a. Lingkungan Global  

Konflik Timur tengah utamanya konflik Israel dan Palestina 

yang terjadi dalam dua dekade terakhir mempunyai pengaruh yang 

begitu kuat terhadap perilaku politik masyarakat Indonesia. Konflik 

yang terjadi antar dua negara yang murni merupakan konflik politik 

telah dipersepsikan oleh masyarakat merupakan konflik agama. Hal 

ini telah memicu berbagai gelombang dukungan maupun perjuangan 

dari masyarakat Indonesia yang mewarnai politik Indonesia dengan 

sentiment keagamaan yang tentunya akan berpengaruh terhadap 

upaya-upaya pendidikan politik yang dilakukan oleh pemerintah 

maupun Parpol. Begitu pula halnya dengan isu global, tentang 

terorisme, hak asasi manusia dan demokratisasi yang sangat 

berpengaruh terhadap sikap politik atau cara pandang masyarakat 

utamanya dalam hal tuntutan hak berdemokrasi. Krisis politik global 

tersebut tentunya akan mempengaruhi tensi politik dalam negeri 

khususnya menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 

tahun 2024. Agar stabilitas politik dan pemerintahan dalam negeri 

tetap stabil diperlukan penguatan pendidikan politik kepada 

masyarakat. Pemberian pemahaman mengenai hak dan kewajiban 

masyarakat sebagai warga negara melalui pendidikan politik 

diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat untuk 

mendukung stabilitas politik dan pemerintahan. 
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b. Lingkungan Regional 

Dalam lingkungan strategis regional, rivalitas antara Amerika 

Serikat dan China telah berdampak pada hubungan internasional 

diberbagai kawasan, tidak terkecuali dikawasan Asia Pasifik. 

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di kawasan Asia Pasifik telah 

menjadi magnet bagi kedua negara untuk bersaing mempertahankan 

pengaruh dan eksistensinya. Rivalitas kedua negara yang semakin 

meningkat sejak krisis keuangan tahun 2008-2009 jelas akan 

mengancam perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan Asia 

Pasifik. Bagi negara-negara dikawasan Asia Pasifik ini bukan soal 

keberpihakan pada Amerika atau China, lebih jauh mereka juga harus 

mempertimbangkan dalam berbagai aspek.56 Maka jika dikaitkan 

dengan pokok pembahasan Taskap mengenai pendidikan politik dan 

konsolidasi demokrasi, perlu ditegaskan bahwa Indonesia pada tahun 

2024 akan menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada serentak secara 

nasional. Sebagaima pengalaman pada pemilu-pemilu sebelumnya, 

berbagai informasi mengenai lingkungan global maupun regional 

akan menjadi bahan materi dalam pelaksanaan kampanye. Pilihan 

kebijakan pemerintah melalui regional dengan Cina maupun 

kerjasama dengan Amerika Serikat, akan menjadi bahan diskusi 

masyarakat di dunia maya. Baik Cina maupun Amerika merupakan 

dua negara yang memiliki konotasi kurang baik dalam pandangan 

masyarakat Indonesia. Narasi-narasi negatif yang bertebaran di dunia 

maya harus diantisipasi dengan memberikan pemahaman kepada 

masyarakat khususnya menjelang pemilu tahun 2024.  

c. Lingkungan Nasional 

Indonesia dikenal oleh dunia internasional sebagai negara 

yang memiliki keragaman budaya dengan kekayaan sumber daya 

alam yang melimpah serta penduduk dengan angkatan kerja sangat 

besar. Kondisi ini patut disyukuri sebagai kekayaan yang tidak banyak 

 
56 Humprey Wangke “Ketegangan Hubungan As-China Dan Dampaknya Terhadap Indonesia” 
Kajian Singkat terhadap Isu Aktuan dan Strategis Vol. XII, No. 15/I/Puslit/Agustus/2020 Pusat 
Penelitian Badan Keahlian DPR RI 
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dimiliki oleh negara lain di dunia yang harus dimanfaatkan 

sepenuhnya untuk kepentingan nasional Indonesia dalam mencapai 

tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Sumber 

daya yang dimiliki Indonesia tersebut telah menjadi daya tarik bagi 

negara-negara di dunia untuk menanamkan pengaruh dan 

kepentingannya. Untuk menjaga eksistensi Indonesia dalam tatanan 

politik dan ekonomi global diperlukan stabilitas politik dan legitimasi 

pemerintah dalam negeri yang kuat menuju konsolidasi demokrasi 

yang menyeluruh. Terdapat beberapa isu nasional yang akan 

mempengaruhi proses jalannya konsolidasi demokrasi tersebut. 

1) Ideologi.  

Indonesia harus tetap mewaspadai perkembangan gerakan 

yang bertentangan dengan ideologi Pancasila sebagai identitas 

nasional. Salah satu isu ideologi yang menjadi perbincangan hangat 

belakangan ini adalah mulai aktifnya kembali penyebaran paham 

radikal/khilafah di Indonesia. Jagad media sosial dihebohkan dengan 

tersebarnya video konvoi “Khilafatul Muslimin” di beberapa daerah 

seperti Jawa Tengah, Lampung, Jawa Barat dan daerah lainnya 

termasuk DKI Jakarta.57 Jika melihat kondisi ini kita patut waspada 

terhadap munculnya penganut paham radikal/khilafah mulai berani 

menunjukan eksistensinya secara langsung di tengah masyarakat. 

Penyebarannya akan semakin masif dan begitu mudah masuk dalam 

masyarakat melalui berbagai flatform media sosial seperti youtube, 

Instagram, twitter, facebook, dan media sosial lainnya. Oleh karena 

itu diperlukan penguatan pendidikan politik kepada masyarakat untuk 

meminimalisisr pengaruh paham-paham yang bertentangan dengan 

Pancasila terhadap perilaku politik masyarakat yang berpotensi 

memperkuat politik identitas keagamaan dan mengancam upaya-

upaya penguatan konsolidasi demokrasi kedepan. 

 

 
57 Reza Kurnia Darmawan, “Menguak Konvoi Khilafatul Muslimin, Ada Apa di Baliknya?” 
https://regional.kompas.com/read/2022/06/13/200000578/menguak-konvoi-khilafatul-muslimin-ada-
apa-di-baliknya-?page=all diakses tanggal 17 Juni 2022,pukul 20.12 wib 

https://regional.kompas.com/read/2022/06/13/200000578/menguak-konvoi-khilafatul-muslimin-ada-apa-di-baliknya-?page=all
https://regional.kompas.com/read/2022/06/13/200000578/menguak-konvoi-khilafatul-muslimin-ada-apa-di-baliknya-?page=all
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2) Politik.  

Isu politik identitas, politik uang, black campaign, merupakan 

masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 

yang berdampak pada polarisasi dimasyarakat. Kondisi ini diperparah 

dengan perkembangan teknologi informasi. Menurut laporan “we are 

social” bahwa 73,7% penduduk Indonesia merupakan pengguna 

Internet dan 68,9% penduduk Indonesia aktif menggunakan media 

sosial. Sangat memperihatinkan jika masyarakat Indonesia 

disuguhkan informasi apa yang nyata dan apa yang palsu di internet 

yang tentunya akan mempengaruhi orientasi dan tensi politik 

dimasyarakat yang juga akhirnya akan mengancam proses 

konsolidasi demokrasi yang diharapkan. Diperlukan penguatan 

pendidikan politik untuk memberikan pemahaman mengenai politik 

dan demokrasi yang baik agar tidak mudah terpengaruh dengan isu-

isu dan berita yang berkembang di media sosial. 

3) Ekonomi. 

Indonesia sedang memfokuskan pada tiga agenda besar yang 

tentunya akan mempengaruhi kondisi keuangan dan ekonomi 

nasional. Pertama pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak 

covid-19. Untuk menggeliatkan kembali perekonomian Indonesia, 

pemerintah membutuhkan stimulus untuk mendukung pergerakan 

ekonomi di masyarakat dalam berbagai sektor yang membutuhkan 

pendanaan besar dimana sektor pajak nasional belum sepenuhnya 

dapat diharapkan. Kedua penyiapan kepindahan Ibu Kota Negara 

(IKN) yang dalam proses pembangunan sarana dan prasarananya 

sebagian ditargetkan pada tahun 2024. Pemindahan IKN maupun 

pusat pemerintahan tentunya akan membutuhkan waktu transisi yang 

akan berdampak pada sektor-sektor pelayanan pemerintah. Ketiga 

anggaran pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024. Dalam rangka 

perbaikan kualitas demokrasi tentunya membutuhkan anggaran yang 

cukup signifikan. Berdasarkan kesepakatan antara DPR, Pemerintah 

dan KPU, anggaran untuk pelaksanaan Pemilu tahun 2024 mencapai 
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76,6 Triliun.58 Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi program-

program pembangunan politik kedepan khususnya anggaran untuk 

pendidikan politik. 

4) Sosial Budaya.  

Indonesia dihadapkan pada masalah lunturnya budaya-budaya 

lokal sebagai identitas bangsa Indonesia. Perkembangan teknologi 

informasi membuat masyarakat disebuah negara bisa menerima dan 

mengakses informasi dari berbagai belahan dunia secara cepat 

termasuk munculnya budaya-budaya asing yang mulai menggerus 

budaya lokal sehingga sulit bersaing untuk diminati oleh masyarakat 

Indonesia sendiri. Kondisi ini tidak dapat dihindari sebagai dampak 

dari perkembangan teknologi informasi. Namun yang patut 

diwaspadai adalah munculnya persekusi oleh masyarakat tertentu 

yang berujung pada tindakan intoleransi yang senantiasa mengancam 

persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu diperlukan penguatan 

pendidikan politik kepada masyarakat agar demokrasi di Indonesia 

tidak kehilangan ciri khasnya yang lebih mengutamakan musyawarah 

sebagai suatu perwujudan konsolidasi demokrasi. 

5) Pertahanan dan Keamanan.  

Indonesia dihadapkan pada potensi konflik kaitan dengan 

pemekaran daerah otonomi baru di wilayah Papua. Kita pahami isu 

bahwa isu Papua memerlukan penanganan khusus dengan 

pendekatan kesejahteraan. Namun demikian keterbelahan sebagian 

masyarakat dan elit di Papua serta campur tangan pihak asing 

menjadi tantangan tersendiri dalam stabilitas politik di Indonesia. 

Diperlukan penguatan pendidikan politik untuk membangun 

pemahaman bersama mengenai hak dan kewajiban masyarakat 

sebagai upaya untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi di 

Indonesia. 

 

 
58https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39137/t/Pimpinan+DPR+dan+KPU+Sepakat+Anggaran+Pe
milu+Rp76%2C6+Triliun#:~:text=DPR%20bersama%20pemerintah%20dan%20penyelenggara,ad
a%20yakni%2014%20Juni%202022. Diakses Tanggal 22 Juni 2022, pukul 22.00 wib 

https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39137/t/Pimpinan+DPR+dan+KPU+Sepakat+Anggaran+Pemilu+Rp76%2C6+Triliun#:~:text=DPR%20bersama%20pemerintah%20dan%20penyelenggara,ada%20yakni%2014%20Juni%202022
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39137/t/Pimpinan+DPR+dan+KPU+Sepakat+Anggaran+Pemilu+Rp76%2C6+Triliun#:~:text=DPR%20bersama%20pemerintah%20dan%20penyelenggara,ada%20yakni%2014%20Juni%202022
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39137/t/Pimpinan+DPR+dan+KPU+Sepakat+Anggaran+Pemilu+Rp76%2C6+Triliun#:~:text=DPR%20bersama%20pemerintah%20dan%20penyelenggara,ada%20yakni%2014%20Juni%202022
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 
 
12. Umum  

Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami dinamika 

perkembangan mulai dari era orde lama, orde baru, hingga reformasi, seiring 

dengan perkembangan zaman seperti di era revolusi Industri 4.0 yang 

menggunakan tenologi digital melalui media sosial, sangat efektif untuk 

dijadikan sarana peningkatan pendidikan politik masyarakat dalam rangka 

konsolidasi demokrasi. Fenomena demokrasi digital ini menjadi faktor yang 

menentukan dalam proses demokratisasi politik. Penerapan prinsip-prinsip 

demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan semakin 

memamanas dengan adanya agenda politik negara yaitu Pemilu dan Pilkada 

2024. Dalam menyikapi hal tersebut pemerintah maupun masyarakat harus 

matang dalam berpolitik. Pemilu dan Pilkada 2024 berpotensi terjadinya 

kecurangan yang diwarnai adanya praktik-praktik menghalalkan segala cara 

untuk memenangkan Pemilu seperti jual beli suara (vote buying).59 

Beberapa hal penting yang menjadi catatan adalah berkaitan dengan 

partisipasi masyarakat dan pelaksanaan check and balances. Peran aktif 

masyarakat dalam berkontribusi terhadap demokrasi menunjukkan 

implementasi demokrasi di Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan 

dengan negara demokrasi lainnya. Berdasarkan data The Economist 

Intelligence Unit (EIU) indek demokrasi tertinggi pada tahun 2021 

mengklasifikasikan demokrasi menjadi beberapa kriteria diantaranya 

demokrasi penuh (full democracy), demokrasi cacat (flawed democracy), 

rezim otoriter (authoritarian), dan rezim hibrida (hybrid regime). Dalam indeks 

EIU Indonesia tercatat ada di peringkat ke-52 dunia dengan skor 6,71, atau 

dalam klasifikasi demokrasi yang cacat (flawed democracy), secara umum 

sudah memiliki sistem Pemilu yang bebas dan adil serta adanya 

penghormatan terhadap hak-hak sipil, namun masih memiliki permasalahan 

 
59 https://www.inilah.com/pemilu-2024-masih-dihantui-jual-beli-suara, diakses pada tanggal 5 
September 2022, pukul 21.00 wib 
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dalam beberapa hal diantaranya adalah partisipasi politik yang  rendah dan 

budaya politik yang belum efektif. Partisipasi politik erat kaitannya dengan 

pendidikan politik sebagaimana pendapat Kartono (2009) yang 

mendefinisikan pendidikan politik sebagai upaya pendidikan yang sistematis 

untuk membentuk individu agar mampu menjadi dan ikut berpartisipasi 

secara bertanggung jawab secara etis/moral dan mampu tugas menjalankan 

tugas partisipasi.60 

Perkembangan demokrasi seperti media digital dan agenda politik 

nasional, menuntut adanya penerapan demokrasi yang kuat. Diperlukan 

upaya pendidikan politik yang lebih kuat untuk dapat mengantisipasi hal 

tersebut, khususnya peningkatan konsolidasi demokrasi. Penerapan regulasi 

pendidikan politik masyarakat, peran stakeholder atau pemangku 

kepentingan dalam penguatan pendidikan politik masyarakat, dan 

implementasi pelaksanaan pendidikan politik masyarakat guna mewujudkan 

konsolidasi demokrasi melalui analisis SWOT (Strengt, Weakness, 

Oportunty, Threat) untuk dapat menjabarkan permasalahan dan memberikan 

rekomendasi solusi penyelesaian merupakan salah satu upaya dalam 

penguatan pendidikan politik masyarakat dalam rangka konsolidasi 

demokrasi. 

13. Regulasi Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan 

Konsolidasi Demokrasi  

Pendidikan politik merupakan aspek yang penting dalam penguatan 

konsolidasi demokrasi. Hal ini dikarenakan elemen demokrasi erat kaitannya 

dengan partisipasi dan upaya check and balances, yang harus didukung 

pengetahuan masyarakat dalam memahami sistematika demokrasi. 

Pendidikan politik secara umum harus dipahami oleh segenap warga negara 

karena dalam negera demokrasi misalnya setiap warga negara memiliki hak 

untuk memberikan suara dalam Pemilu. Indonesia sebagai negara 

demokrasi mengamanatkan Parpol menjadi elemen penting dalam 

implementasi demokrasinya. Parpol didefinisikan sebagai organisasi yang 

 
60 “Pendidikan Politik (Pengertian, Fungsi, Bentuk Dan Hambatan),” accessed August 3, 2022, 

https://www.kajianpustaka.com/2020/06/pendidikan-politik.html.diakses pada tanggal 17 Juli 2022, 
pukul 21.05 wib 
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bersifat nasional dan dibentuk  oleh sekelompok warga negara Indonesia 

secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita  untuk 

memperjuangkan dan membela kepentingan politik, anggota, masyarakat 

bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945.61  

Pendidikan politik juga telah menjadi substansi dalam beberapa 

produk regulasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan 

perspektif pemerintah telah menganggap pendidikan politik menjadi hal yang 

cukup penting dalam konsolidasi demokrasi.  

a. Regulasi Pendidikan Politik Masyarakat di Indonesia 

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik telah mengatur beberapa substansi penting mengenai 

pendidikan politik oleh Parpol. Dalam pasal 1 menerangkan mengenai 

definisi pendidikan politik sebagai proses pembelajaran dan 

pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga 

negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan 

definisi tersebut bahwa prinsipnya pendidikan politik lebih 

mengutamakan bagaimana membangun kesadaran dan pemahaman 

masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara 

sehingga diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap 

aktivitas politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam 

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang ini memberikan mandat bahwa 

Parpol sebagai badan hukum diwajibkan untuk memasukan 

pendidikan politik dalam anggaran dasar pembentukannya selain 

asas, visi dan misi, tujuan, kepengurusan serta keuangan partai 

politik. Dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, menegaskan mengenai fungsi 

Parpol sebagai sarana untuk pendidikan politik bagi anggota dan 

masyarakat secara luas agar menjadi warga negara Indonesia yang 

sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Dalam Pasal 13 huruf e, menegaskan 

 
61 Roman Hadi Saputro, “Pendidikan Politik Sebagai Amanat Undang-Undang,” Journal Civics & 

Social Studies 5, no. 1 (2021): 147–157. 
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bahwa pendidikan politik merupakan salah satu kewajiban yang harus 

dilakukan oleh Parpol. Bahkan dalam undang-undang ini terdapat bab 

yang mengatur secara khusus mengenai pendidikan politik, dimana 

dalam bab tersebut pasal 31 telah mengatur mengenai tujuan 

pendidikan politik. Parpol memiliki tanggung jawab dalam melakukan 

pendidikan politik yang bebasis keadilan dan kesetaraan dengan 

tujuan sebagai berikut: 1) Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban 

warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 2) 

Peningkatan partisipasi politik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara; dan 3) Peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan 

membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan 

dan kesatuan. 

Selanjutnya dalam Pasal 36 ayat (1) menerangkan mengenai 

keuangan Parpol yang bersumber dari keuangan negara dapat 

digunakan untuk pengeluaran program pelaksanaan pendidikan 

politik dan operasional sekretariat Parpol.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa undang-

undang sebagai pedoman mengenai peranan penting Parpol sebagai 

lembaga yang melakukan pendidikan politik di tengah masyarakat. 

Parpol bertanggungjawab memberikan pendidikan politik kepada 

anggota atau kader partai, simpatisan, hingga masyarakat secara 

luas. Undang-undang ini belum ada pengaturan yang mengatur 

mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap Parpol 

dalam pelaksanaan pendidikan politik. Dalam hal ini pemerintah 

merupakan salah satu institusi yang tepat ditunjuk sebagai pembina 

dan pengawas Parpol dalam hal pelaksanaan pendidikan politik 

mengingat sumber keuangan Parpol untuk pelaksanaan pendidikan 

politik berasal dari pemerintah. Ada beberapa hal yang perlu 

dipertimbangkan, jangan sampai pelaksanaan pembinaan dan 

pengawasan tersebut dianggap sebagai campur tangan pemerintah 

terhadap Parpol yang justru mencederai prinsi-prinsip demokrasi itu 

sendiri. 
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum juga menyinggung mengenai pendidikan politik khususnya 

dalam pelaksanaan Pemilu. Dalam pasal 367 ayat 1 menerangkan 

mengenai bahwa kampanye yang dilakukan oleh calon Presiden dan 

Wakil Presiden, calon anggota DPR, DPD, DPRD, serta Parpol 

merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dengan 

menyampaikan visi, misi, ide dan gagasan yang dilakukan secara 

bertanggung jawab. Bahkan dalam pasal 274 ayat 2 undang-undang 

ini memberikan mandat kepada KPU wajib memberikan fasilitasi 

untuk penyebarluasan materi kampanye yang meliputi visi, misi, dan 

program masing-masing calon dan Parpol melalui lambaga KPU dan 

lembaga penyiaran publik dalam rangka pendidikan politik. Selain 

penyelenggara pemilu (KPU) pemerintah dan Pemda juga diberikan 

mandat oleh undang-undang ini melalui pasal 434 ayat 2 huruf d untuk 

melakukan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Bahkan masyarakat juga dapat 

berpartisipasi dalam pelaksanaan pelaksanaan Pemilu dengan 

memberikan pendidikan politik pemilih kepada masyarakat 

sebagaimana diatur dalam pasal 448 ayat 2 huruf b. 

Berdasarkan uraian tersebut bahwa undang-undang 

menjelaskan pengaturan mengenai pendidikan politik dalam kontek 

dukungan pelaksanaan Pemilu baik kepada Parpol, KPU, pemerintah 

dan Pemda maupun kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah 

dan Pemda merupakan aktor utama dalam pelaksanaan pendidikan 

politik dalam pelaksanaan Pemilu. Dukungan dan fasilitasi pemerintah 

dan Pemda sangat penting karena pendidikan politik yang dilakukan 

bersifat membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam pelaksanaan Pemilu bukan berupa kampanye untuk 

mengarahkan pemilih untuk memilih konstituen tertentu. Namun 

demikian undang-undang ini belum mengatur mengenai sanksi bagi 

pemerintah dan Pemda  jika tidak memberikan dukungan dan fasilitasi 

pelaksanaan pendidikan politik. Sanksi tersebut dapat mendorong 

pemerintah dan Pemda lebih optimal dalam memberikan dukungan 
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dan fasilitas dalam pelaksanaan pendidikan politik. Tentunya hal ini 

akan berdampak pada meningkatnya anggaran pada pemerintah 

khususnya pada Pemda. 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik juga mengatur mengenai pendidikan 

politik. Dalam pasal 9 dan Pasal 10 mengaskan bahwa bantuan 

keuanga Parpol digunakan sebagai dana penunjang yang 

diprioritaskan untuk pendidikan politik. Pemerintah memberikan 

bantuan keuangan pada semua tingkatan mulai dari Parpol tingkat 

pusat yang pembiayaannya dari APBN, Parpol tingkat Provinsi yang 

pembiayaannya dari APBD Provinsi, dan Parpol tingkat Kabupaten/ 

Kota yang pembiayaannya dari APBD Kabupaten/Kota. Dimana 

penggunaan anggaran bantuan keuangan Parpol tersebut di 

prioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik kepada kader partai 

dan masyarakat yang meliputi: 1) peningkatan kesadaran hak dan 

kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara; 2) peningkatan partisipasi politik dan inisiatif 

masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara; 3) peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan 

membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan 

dan kesatuan bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan 

kesatuan bangsa.62  

Berdasarkan uraian tersebut bahwa pelaksanaan pendidikan 

politik oleh Parpol mendapat dukungan keuangan dari pemerintah 

melalui bantuan keuangan pada Parpol yang memiliki kursi di 

parlemen baik tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. 

Peraturan pemerintah ini belum mengatur mengenai mekanisme 

bantuan keuangan kepada Parpol yang tidak mendapatkan kursi 

diparlemen. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Partai Politik telah mewajibkan kepada Parpol untuk melakukan 

pendidikan politik kepada anggota dan masyarakat secara luas. Disisi 

 
62 Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. 
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lain yang perlu diperhatikan adanya upaya penyederhanaan Parpol 

sebagai suatu perbaikan sistem demokrasi yang sedang dibangun 

kedepan. Diharapkan Pemilu dapat menjadi ajang seleksi 

penyederhanaan Parpol secara langsung oleh masyarakat.  

Sejak tahun 2010 pemerintah melalui Kementerian Dalam 

Negeri telah menyusun pedoman fasilitasi pendidikan politik untuk 

Pemda dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan 

Pendidikan Politik. Aturan tersebut bertujuan dalam rangka 

memberikan arah kepada Pemda dalam memberikan fasilitasi 

penyelenggaraan pendidikan politik dan memberikan kemudahan 

bagi Parpol, Parpol lokal, organisasi kemasyarakatan, lembaga 

nirlaba lainnya, dan lembaga atau instansi vertikal di daerah dalam 

mengakses jalur-jalur terkait penyelenggaraan pendidikan politik di 

daerah. Adapun dalam aturan tersebut pendanaan dari kegiatan 

dibebankan pada APBN dan APBD, sehingga dalam hal ini banyak 

berperan Pemda. Dalam peraturan tersebut tercantum kelompok 

sasaran fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik diantaranya 

Parpol, Parpol lokal, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba; 

dan lembaga atau instansi vertikal di daerah. Selain itu dalam 

Permendagri tersebut juga diatur mengenai muatan materi pendidikan 

politik yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pemberian 

pendidikan politik mulai dari materi wajib yang meliputi Pancasila dan 

UUD 1945 dan materi pilihan yang meliputi demokrasi, hak asasi 

manusia, sistem pemerintahan, pertahanan dan keamanan, budaya 

dan etika politik, kebijakan publik, pendidikan kewarganegaraan, 

politik kesejahteraan sosial, politik tata ruang dan lingkungan, 

kepemerintahan yang baik, globalisasi dan politik luar negeri 

Indonesia, Parpol, otonomi daerah, masyarakat sipil, serta pasar dan 

dunia usaha. 

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa pemerintah telah 

menyusun pedoman bagi Pemda dalam pelaksanaan pendidikan 

politik mulai dari mekanisme pelaksanaan, sasaran kegiatan, materi 



37 
 

sampai dengan anggaran. Namun Permendagri ini hanya berlaku 

untuk Pemda, artinya belum ada aturan yang mengatur pedoman 

pelaksanaan pendidikan politik bagi instansi diluar pemerintah seperti 

masyarakat dan kelompok masyarakat termasuk penyelenggara 

Pemilu. Akan lebih efektif jika pedoman pendidikan politik diatur dalam 

Peraturan Presiden yang didalamnya memuat pelaksanaan 

pendidikan politik secara komprehensif yang dapat dijadikan 

pedoman bagi seluruh stakeholder/pemangku kepentingan, serta 

adanya kebijakan Presiden untuk melakukan penyederhanaan 

regulasi. 

 b. Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat  Melalui Regulasi. 

Peraturan mengenai pendidikan politik telah ada pada 

beberapa tingkatan hukum diantaranya pada undang-undang, 

peraturan pemerintah hingga peraturan menteri. Namun demikian 

belum ada peraturan lebih teknis yang mengatur secara khusus 

mengenai pelaksanaan pendidikan politik seperti mekanisme 

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan politik kepada 

Parpol, pengaturan sanksi bagi pemerintah dan Pemda yang tidak 

memberikan dukungan dan fasilitasi pendidikan politik saat Pemilu, 

pengaturan bantuan keungan kepada Parpol yang tidak memiliki kursi 

serta pedoman teknis lainnya bagi seluruh stakeholders tidak hanya 

pemerintah saja. Peluang untuk perbaikan kebijakan tersebut sangat 

terbuka mengingat hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan 

pemerintah sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 

18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 yang menetapkan 

dua aspek penting konsolidasi demokrasi yaitu melalui penataan 

peraturan perundang-undangan bidang politik dan pendidikan politik 

dan pemilih secara konsisten. Namun di sisi lain Presiden juga 

menekankan mengenai penyederhanaan regulasi. Banyaknya 

regulasi yang disusun membuat gerak pemerintah dan Pemda 

menjadi lambat dan tidak fleksibel, sehingga berpotensi 
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mempengaruhi terhadap investasi serta berpotensi menimbulkan 

tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan.63  

Peguatan pendidikan politik dapat dilaksanakan secara 

terencana dan sistematis oleh seluruh stakeholder apabila didasarkan 

hukum yang kuat dan spesifik yang mengatur mengenai pendidikan 

politik untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan politik 

kedepan. Adapun beberapa strategi yang dapat dilakukan dengan 

mempertimbangkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), 

peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) yang ada adalah:  

Pertama, perlu menetapkan peraturan tentang pelaksanaan 

pendidikan politik sebagai pedoman bagi semua pihak dalam 

pelaksanaan pendidikan politik. Peraturan tersebut paling sedikit 

memuat mengenai peran dan tanggungjawab para pemangku 

kepentingan, sasaran dan target yang akan dicapai, modul pendidikan 

politik dan penganggaran. Saat ini merupakan momentum yang tepat 

untuk menyusun regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan 

pendidikan politik, mengingat selain para pemangku kepentingan 

memiliki kesadaran mengenai pentingnya pendidikan politik, 

pemerintah juga sedang konsen untuk melakukan penataan peraturan 

perundang-undangan tentang politik dan penguatan pendidikan politik 

secara konsisten untuk mendukung terwujudnya konsolidasi 

demokrasi.  Kedua, sebagai rencana jangka panjang kedepan perlu 

disusun kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Bidang Politik. 

Peraturan ini merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan 

bidang politik yang dapat memuat undang-undang tentang Parpol, 

undang-undang tentang Pemilu, undang-undang Pilkada, dan segala 

hal yang berkaitan dengan substansi politik dalam satu kitab undang-

undang termasuk pelaksanaan pendidikan politik. Hal ini sejalan 

dengan gagasan Presiden terkait dengan penyederhanaan regulasi, 

mengingat terlalu banyaknya regulasi di Indonesia. Sepanjang tahun 

 
63 Kanavino Ahmad Rizqo, “Jokowi Minta Daerah Sederhanakan Aturan, Ganjar-Khofifah Siap 

Laksanakan”https://news.detik.com/berita/d-4824530/jokowi-minta-daerah-sederhanakan-
aturan-ganjar-khofifah-siap-laksanakan diakses tanggal 20 Agustus 2022, pukul 16.15 wib 

https://news.detik.com/berita/d-4824530/jokowi-minta-daerah-sederhanakan-aturan-ganjar-khofifah-siap-laksanakan
https://news.detik.com/berita/d-4824530/jokowi-minta-daerah-sederhanakan-aturan-ganjar-khofifah-siap-laksanakan
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2014-2019 terdapat 10.180 regulasi yang telah diterbitkan terdiri dari 

131 undang-undang, 526 peraturan pemerintah, 839 peraturan 

Presiden dan 8.684 peraturan setingkat menteri.64 Oleh karena itu 

kodifikasi dapat menjadi jalan keluar untuk mengatasi masalah 

selama ini yaitu jumlah peraturan perundang-undangan, dan potensi 

tumpang tindihnya suatu peraturan perundang-undangan, dan data 

base peraturan perundang-undangan yang sulit diakses publik. 

Ketiga, perlu adanya komitmen pemerintah dan DPR dalam 

pelaksanaan penyusunan Kitab Undang-Undang Bidang Politik 

sebagai bentuk upaya penyederhanaan regulasi yang dicanangkan 

pemerintah. Komitmen tersebut diperlukan mengingat 

penyederhanaan regulasi merupakan pekerjaan besar yang 

membutuhkan waktu dan energi untuk melakukan inventarisir jenis 

peraturan perundang-undangan. 

Dengan adanya dasar hukum yang kuat yang mengatur secara 

teknis mengenai pedoman pelaksanaan pendidikan politik tersebut 

diharapkan pelaksanaan pendidikan politik dapat dilaksanakan lebih 

terencana dan sistematis sehingga upaya untuk membangun 

kesadaran partisipasi politik, membangun etika budaya politik, serta 

membangun pola pikir dan pola tindak baik bagi masyarakat, 

pemerintah maupun elit politik akan semakin optimal. Hal ini sangat 

penting jika level elit, level organisasi maupun level masyarakat telah 

memiliki kesadaran yang baik dan cara pandang yang sama 

mengenai politik maka akan mempermudah dalam proses 

mewujudkan konsolidasi demokrasi. Terlebih jika kedepan disusun 

kodifikasi mengenai Kitab Undang-Undang Bidang Politik, maka kita 

tidak perlu melakukan perubahan undang-undang setiap akan 

melaksanakan Pemilu. Dengan demikian peserta Pemilu akan lebih 

 
64  Safrezi Fitra, “10.180 Regulasi Terbit Sepanjang 2014-2014”  

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/21/10180-regulasi-terbit-sepanjang-2014-
2019#:~:text=Sebanyak%2010.180%20regulasi%20diterbitkan%20pada,tumpang%20tindih%2
0dan%20tidak%20selaras diakses Tanggal 20 Agustus 2022, diakses pada pukul 22.17 wib 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/21/10180-regulasi-terbit-sepanjang-2014-2019#:~:text=Sebanyak%2010.180%20regulasi%20diterbitkan%20pada,tumpang%20tindih%20dan%20tidak%20selaras
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/21/10180-regulasi-terbit-sepanjang-2014-2019#:~:text=Sebanyak%2010.180%20regulasi%20diterbitkan%20pada,tumpang%20tindih%20dan%20tidak%20selaras
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/21/10180-regulasi-terbit-sepanjang-2014-2019#:~:text=Sebanyak%2010.180%20regulasi%20diterbitkan%20pada,tumpang%20tindih%20dan%20tidak%20selaras
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fokus menyiapkan kader-kader terbaiknya, sehingga konstelasi politik 

akan lebih stabil. 

14. Peran Stakeholder/Pemangku Kepentingan Dalam Penguatan 

Pendidikan Politik Masyarakat 

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya pendidikan 

politik merupakan metode yang berkesinambungan dan melibatkan banyak 

pihak. Pendidikan politik erat kaitannya dengan partisipasi politik tidak 

terlepas dari kondisi atau sistem politik yang sedang berproses. Pemerintah 

tidak dapat melakukannya sendiri dalam meningkatkan pendidikan politik 

yang merupakan visi dalam peningkatan partisipasi politik.  Perlu adanya 

peran dari pemangku kepentingan lainnya mengingat pendidikan politik 

merupakan sesuatu yang dinamis, kompleks dan menyeluruh. Menurut Ted 

Payls dalam Zamzam (2015) pemangku kepentingan merupakan strategi 

dalam mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam sebuah kebijakan. 

Mengacu pada pendapat Ted Payls maka penulis mengidentifikasi para 

pemangku kepentingan dalam pendidikan politik terdiri dari Parpol, 

Bakesbangpol, KPU, LSM/Ormas dan Media Massa.  

a. Peran Pemangku Kepentingan dalam Pendidikan Politik. 

1) Partai Politik 

Parpol merupakan wadah sarana masyarakat dalam 

mengimplementasikan demokrasi. Parpol memiliki peranan 

kunci sebagai jalannya pemerintahan yang demokratis. Parpol 

mengkanalisasi aspirasi masyarakat dalam membentuk 

sebuah kebijakan publik yang bermuara pada kesejahteraan 

masyarakat. Salah satu fungsi Parpol adalah sebagai sarana 

pendidikan dan sosialisasi politik. Oleh karena itu Parpol 

berkewajiban dalam mensosialisasikan wacana politiknya 

kepada masyarakat. Secara regulasi hal ini tercantum dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang mana disebutkan 

salah satu fungsi Parpol adalah memberikan pendidikan politik 

sebagai sarana pendidikan bagi publik scara luas, dalam 

rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sadar akan 
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hak dan kewajiban politiknya.65 Parpol memiliki peranan yang 

esensial dalam melakukan pendidikan politik, pendidikan politik 

yang baik akan berdampak pada kondisi demokratis 

masyarakat, dimana masyarakat dapat memberikan pilihan 

yang benar dan tulus dalam hal kesejahteraan rakyat. Apabila 

Parpol tidak melaksanakan pendidikan politik secara baik 

menyebabkan adanya penurunan partisipasi publik dalam 

Pemilu sehingga hal tersebut dapat membawa kondisi politik 

kearah yang tidak sehat. Dalam undang-undang Pemilu juga 

dijelaskan bahwa kampanye Pemilu yang dilakukan oleh 

Parpol juga merupakan bagian dari pendidikan politik. 

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa yang menjadi 

kekuatan adalah Parpol memiliki peranan yang sangat 

dominan dan strategis dalam pelaksanaan pendidikan politik 

karena selain perannya didukung oleh mandat regulasi yang 

lengkap, Parpol juga diberikan bantuan keuangan dari 

pemerintah untuk melaksanakan pendidikan politik. Namun 

kelemahannya evaluasi dan pengawasan pelaksanaan 

pendidikan politik kepada Parpol belum dilaksanakan secara 

maksimal. Partai politik sebagai suatu lembaga memiliki 

kepentingan terhadap proses politik praktis dalam suatu 

negara karena berkaitan dengan kontestasi politik yang 

memerlukan dukungan masyarakat dalam meraih kekuasaan. 

Beberapa hal yang menjadi tantangan adalah superioritas 

lembaga Parpol yang berpotensi menganggu proses-proses 

penyelenggaraan pemerintahan. 

2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) 

Bakesbangpol merupakan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) Pemda yang memiliki tugas dan fungsi dalam 

bidang kesatuan bangsa dan politik. Bakesbangpol merupakan 

lembaga yang membantu kepala daerah dalam pelaksanaan 

 
65 I Gede Wijaya Kusuma, Ida Ayu Putu Widiati, and Luh Putu Suryani, “Fungsi Partai Politik Dalam 

Pendidikan Politik Masyarakat,” Jurnal Konstruksi Hukum 1, no. 1 (2020): 164–169. 
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urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. Bakesbangpol juga memiliki peran dalam peningkatan 

partisipasi politik masyarakat karena hal ini merupakan bagian 

dari urusan pemerintahan umum. Dalam urusan pemerintahan 

umum proses demokrasi yang baik pelaksanaan Pemilu yang 

lancar menjadi bagian didalamnya karena hal ini bermuara 

pada kestabilan dan kesatuan bangsa. Bakesbangpol dalam 

melakukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

demokrasi melalui pendidikan politik dilakukan diataranya 

dengan kegiatan sosialisasi dan fasilitasi. Pendidikan politik 

menjadi program tahunan yang harus dilaksanakan. Hal 

tersebut seperti yang dilakukan di Bakesbangpol kota Malang, 

dimana dalam pelaksanaan pendidikan politik dilakukan dalam 

bentuk sosialisasi pelaksanaan Pilkada.66 Dalam pelaksanaan 

kegiatan pendidikan politik Bakesbangpol bekerjasama 

dengan KPU dan Bawaslu sesuai dengan kewenangan 

masing-masing.  Bakesbangpol juga sebagai ujung tombak 

Pemda dalam melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan 

pendidikan politik sesuai dengan amanat Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 434 yang berbunyi 

“Peran Pemerintah dan Pemda dalam pelaksanaan Pemilu 

diantaranya adalah memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan 

politik”. Hal dasar yang menjadi patokan dalam keberhasilan 

penyelenggaraan pendidikan politik adalah angka partisipasi 

politik.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa 

yang Pemda melalui Bakesbangpol daerah masing-masing 

memiliki peran yang tak kalah strategis dengan Parpol. 

Program pendidikan politik menjadi program setiap tahun yang 

 
66 Melinda Cucut Wulandari, Peran Pemangku Kepentingan (Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, 

Komisi Pemilihan Umum, Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dan Media Massa) 
Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik MasyarakaT, 2018. 
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harus diselenggarakan oleh Pemda kepada masyarakat 

dengan sasaran dan metode yang beragam. Pelaksanaan 

tersebut belum sepenuhnya didukung oleh anggaran yang 

memadai.67 Sebagian besar Bakesbangpol daerah masih 

mengeluhkan mengenai minimnya anggaran untuk 

pelaksanaan pendidikan politik. Hal tersebut berbanding 

terbalik dengan hibah Pemda yang diberikan kepada KPU dan 

Bawaslu untuk pendidikan politik di daerah Bakesbangpol 

merupakan satu-satunya SKPD yang bertugas melakukan 

pendidikan politik. Disamping itu Bakesbagpol juga merupakan 

SKPD yang memfasilitasi pelaksanaan verifikasi dan kenaikan 

bantuan keuangan Parpol. Sehingga perannya juga sangat 

penting dalam mendukung pelaksanaan pendidikan politik oleh 

Parpol. Kondisi ini tidak terlepas dari adanya perubahan 

terhadap program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 

2020-2024 yang tidak lagi menempatkan secara khusus 

pendidikan politik sebagai program strategis prioritas nasional 

sebagaimana RPJMN Tahun 2014-2019. Perlu menjadi 

perhatian adalah penyalahgunaan wewenang dimana 

pendidikan politik dapat berpotensi disalahgunakan untuk 

kepentingan politik tertentu. Terlebih kepala daerah selaku 

kuasa anggaran berasal dari Parpol tertentu. Tercatat dalam 

pelaksanaan Pemilu data pelanggaran ASN mencapai 1.536 

kasus, dan meningkat dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 

yang mencapai 2.034 kasus.68 Hal ini tentunya akan 

menambah daftar masalah yang akan mempengaruhi 

legitimasi penyelenggaraan Pemilu. 

 

 

 
67 Laporan Hasil Rakornas Bakesbangpol di Sulawesi Selatan Tanggal 13-14 Januari 2022 
68 Danang Tiatmojo “Beberkan Data Pelanggaran, Bawaslu Sebut Netralitas ASN Selalu Jadi Isu 
Krusial di Pemilu” https://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/27/beberkan-data-pelanggaran-
bawaslu-sebut-netralitas-asn-selalu-jadi-isu-krusial-di-pemilu diakses tanggal 2 September 2022 
 

https://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/27/beberkan-data-pelanggaran-bawaslu-sebut-netralitas-asn-selalu-jadi-isu-krusial-di-pemilu
https://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/27/beberkan-data-pelanggaran-bawaslu-sebut-netralitas-asn-selalu-jadi-isu-krusial-di-pemilu
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3) Komisi Pemilihan Umum (PU) 

KPU merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang 

bersifat nasional, tetap dan mandiri. Peran KPU dalam 

kaitannya dengan pendidikan politik diantaranya: 1) KPU 

mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu sebagai tugas dan 

kewajiban KPU; 2) Sosialisasi Pemilu merupakan bagian 

daripada pemberian pendidikan politik yang bertujuan untuk 

menghasilkan Pemilu yang baik; 3) KPU dalam melakukan 

sosialisasi dapat berkolaborasi dengan media massa.69 Disisi 

lain sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum pendidikan politik juga 

merupakan bentuk  partisipasi masyarakat dalam Pemilu. 

Aspek penting yang berkaitan dengan pendidikan politik yang 

menjadi salah satu tugas KPU adalah adanya sosialisasi 

politik. Menurut Joko J. Prihatmoko (2003) sosialisasi politik 

merupakan suatu usaha untuk membentuk dan menumbuhkan 

kepribadian politik serta kesadaran politik, dan peningkatan 

partisipasi politik masyarakat. Sosiaslisasi politik diperlukan 

bangsa Indonesia untuk dapat menciptakan pemerintahan 

yang demokratis. Lebih lanjut peran KPU dalam sosialisasi 

politik ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum pada Pasal 15 huruf j yang berbunyi 

“Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang 

berkenaan dengan tugas dan wewenang KPU kepada 

masyarakat”. Secara struktur KPU telah memiliki kantor di 

daerah yaitu KPUD Provinsi, Kabupaten/Kota, Panitia 

Pemilihan Kecamatan (PPK), dan tingkat Desa/kelurahan 

terdapat Panitia Pemungutan Suarat (PPS), sementara itu 

untuk Pemilu diluar negeri dilakukan oleh Panitia Pemungutan 

Luar Negeri (PPLN). Dalam pelaksanaan sosialisasi politik 

aspek-aspek yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat 

 
69 M. Yusuf A.R, “Dalam Pendidikan Politik Peran Komisi Pemilihan Umum,” GaneÇ Swara 4, no. 1 

(2010): 13–16. 
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diantaranya: informasi tentang Pemilu, nama peserta Pemilu, 

tahapan Pemilu, tata cara dan jadwal Pemilu dsb. Sosialisasi 

politik dalam rangka pendidikan politik penting dilakukan dalam 

rangka peningkatan kualitas demokrasi. Adanya proses 

demokratis yang baik dalam penyelenggaran Pemilu atau 

Pilkada akan melahirkan pemimpin dan kebijakan yang baik. 

Hal tersebut tentunya bermuara pada kesejahteraan 

masyarakat. Sehingga pendidikan politik oleh KPU harus terus 

dilaksanakan dengan mengedepankan kolaborasi dan edukasi 

kepada masyarakat. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dianalissi yang 

bahwa KPU selaku penyelenggara Pemilu memiliki peran 

dalam pelaksanaan pendidikan politik dengan memberikan 

fasilitasi pendidikan politik melalui kampanye. KPU juga 

memiliki peran dalam mensosialisasikan pelaksanaan seluruh 

tahapan Pemilu melalui programnya yaitu Desa Peduli pemilih 

yang bertujuan untuk membangun kesadaran politik 

masyarakat agar menjadi pemilih yang berdaulat, 

mengedukasi masyarakat dalam memfilter informasi, sehingga 

masyarakat tidak mudah termakan isu hoaks terkait 

kepemiluan, menghindarkan masyarakat pada praktik politik 

uang yang sering terjadi menjelang Pemilu dan pemilihan, 

meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih, dan 

membentuk kader yang mampu menjadi penggerak dan 

penggugah kesadaran politik masyarakat.70 Kegiatan ini belum 

sepenuhnya dilaksanakan di seluruh desa dan belum secara 

maksimal melibatkan peran pemerintah. Adapun yang menjadi 

program ini akan lebih maksimal jika ada kolaborasi antara 

KPU dengan Pemda. Sementara yang menjadi perhatian 

mengenai potensi adanya dualisme penggunaan anggaran 

 
70 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil 
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota 
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antara APBN KPU dengan anggaran yang berasal dari hibah 

Pemda kepada KPU. 

4) LSM/Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) 

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 

tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 

menjadi Undang-Undang, organisasi yang didirikan dan 

dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan 

kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, 

kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan 

demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila 

dan UUD RI tahun 1945. Sebagaimana definisi diatas Ormas 

merupakan sekumpulan masyarakat yang memiliki visi atau 

tujuan tertentu. Hal ini tentunya memberikan peranan tinggi 

pada Ormas untuk berperan dalam pendidikan politik. 

Masyarakat merupakan unsur yang paling utama dalam 

penentuan keberhasilan demokrasi disebuah negara, 

sementara itu Ormas dapat menjadi media dalam 

penyampaian aspirasi dari masyarakat. Secara struktur Ormas 

cenderung memiliki kedekatan dengan masyarakat karena 

Ormas turut memberikan pelayanan dasar dan bantuan 

kepada masyarakat. Karakteristik Ormas yang menekankan 

pada kesamaan visi atau agama dan suku dapat mempererat 

ikatan internal didalamnya. Dalam hal pelaksanaan pendidikan 

politik terdapat adanya hubungan saling menguntungkan 

antara Parpol dan Ormas, dimana peran simbolis yang 

dilakukan oleh sebuah Ormas dapat dijadikan aspek untuk 

menarik dukungan dan simpati kepada masyarakat.71 Anggota 

Ormas juga dapat menjadi peserta dalam pelaksanaan 

 
71 “Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 'Partisipasi Partai Politik Dan Organisasi Kemasyarakatan 

Dalam Peningkatan Kualitas Politik Di Indonesia,” https://setkab.go.id/partisipasi-partai-politik-
dan-organisasi-kemasyarakatan-dalam-peningkatan-kualitas-politik-di-indonesia/.diakses pada 
tanggal 20 Juli 2022, pukul 19.23 wib 
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pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas 

partisipasi politik. Peranan Ormas dalam pendidikan politik 

dapat menjadi sarana yang efektif karena Ormas cenderung 

lebih dekat dengan tata kehidupan masyarakat.  Sementara itu 

dari beberapa penelitian juga menjelaskan bahwa terdapat 

keterlibatan Ormas dalam Parpol. Keterlibatan tersebut dapat 

berupa sebagai berikut:  1) Pengawalan dalam kegiatan 

Parpol; 2) Turut hadir dalam undangan rapat; 3) Memberikan 

dan mencari dukungan Parpol; 4) Menjalin kerjasama dan 

kesepakatan; 5) Pemasangan atribut Ormas dan Parpol. 

Berdasarkan uraian tersebut, LSM/Ormas memiliki 

peran dalam pelaksanaan pendidikan politik sebagai 

penyambung aspirasi masyarakat. Sebagaimana dijelaskan 

sebelumnya bahwa Parpol, pemerintah maupun KPU dapat 

memberdayakan Ormas untuk berpartisipasi dalam program-

program pendidikan politik. Namun demikian kemampuan dan 

kapasitas SDM belum merata dalam menyelenggarakan 

program-program kerjasama, disamping masalah finansial 

yang menyulitkan Ormas untuk mandiri dari sisi keuangan 

dalam melaksanakan visi-misi dan programnya guna 

pelaksanaa pendidikan politik secara mandiri. Pemberdayaan 

terhadap LSM/Ormas masih menjadi perhatian pemerintah 

untuk meningkatkan kinerja Ormas.  Adapun yang akan 

mempengaruhi pelaksanaan pendidikan politik yaitu adanya 

kedekatan anggota Ormas dengan Parpol sehingga berpotensi 

berubah menjadi dukungan kepada konstituen tertentu.72 

5) Media Massa 

Media Massa dengan demokrasi memiliki hubungan 

yang erat. Media massa merupakan pilar keempat dalam 

demokrasi, hal ini menyusul setelah adanya era reformasi 

menjadikan media memiliki peran penting khususnya dalam 

 
72 I Wayan Putra Widia Sukma, “Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Dalam Partai Politik 

Di Kecamatan Sukawati,” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha (2013): 1–14,  
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memberikan pendidikan politik dalam bentuk pencerdasan 

warga dan pendeseminasikan nilai-nilai demokrasi. Pada era 

reformasi ini pers diberikan kebebasan untuk dapat 

memberikan fakta yang aktual kepada masyarakat, sehingga 

masyarakat memiliki ruang untuk menerima informasi yang 

objektif secara mandiri. Hal tersebut diatas juga sesuai dengan 

fakta dilapangan, mengacu penelitian yang dilakukan oleh Ali 

Yusri dkk yang melakukan penelitian berjudul “Peran Media 

Massa dalam Pendidikan Politik Warga di Desa Buluh Cina 

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”. Hasil penelitian 

tersebut menjelaskan bahwa : Pertama media telah 

memberikan peran yang penting dalam suksesnya pesta 

demokrasi atau Pilkada. Meskipun dalam hal ini rekonstruksi 

pemberitaan media tidak dapat dinilai oleh masyarakat 

khususnya terkait keberpihakan pada pasangan calon tertentu, 

tetapi media tetap berkontribusi positif karena memicu 

munculnya sikap kritis terhadap pasangan calon. Kedua, 

kendala media dalam pelaksanaan pendidikan politik adalah 

adanya pemahaman warga terkait keberpihakan media 

terhadap kepentingan tertentu.73 

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa peran media juga 

strategis dalam memberikan pendidikan politik dalam bentuk 

pencerdasan warga dan pendeseminasikan nilai-nilai 

demokrasi dan menjaga kondisi damai dimasyarakat melalui 

berita dan informasi yang disajikan. Pemanfaatan media 

sebagai saran pendidikan politik belum sepenuhnya 

dimanfaatkan baik oleh Parpol, pemerintah maupun KPU. 

Media hanya menjadi sarana pelaporan pelaksanaan program 

kegiatan yang telah dilakukan untuk kepentingan internal. 

Adapun perkembangan teknologi informasi telah membawa 

media menjadi sarana yang paling popular dan digandrungi 

 
73 Muchid Albintani et al., “Peran Media Massa Dalam Pendidikan Politik Warga Di Desa Bulub 

Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar” (n.d.): 16–28. 
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masyarakat. Media berpotensi sebagai sarana penyebarluasan 

berita-berita hoax yang justru tidak memberikan edukasi 

melainkan mempertajam polarisasi yang terjadi selama ini. 

b. Pemangku Kepentingan/Stakeholder/ Dalam Penguatan 

Pendidikan Politik. 

Pemangku kepentingan mulai dari Parpol, Bakesbangpol, 

KPU, LSM/Ormas, dan media massa telah menyadari peranannya 

masing-masing dalam pendidikan politik dan diimplementasikan 

dalam program kerjanya masing-masing. Namun pelaksanaan 

program tersebut cenderung masing-masing tidak ada kolaborasi. 

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan program masih tergolong 

minim dan belum memadai. Peluang untuk memanfaatkan media 

sosial dan teknologi informasi sangat terbuka diera saat ini sebagai 

inovasi pelaksanaan pendidikan politik dengan pembiayaan yang 

lebih ekonomis. Namun demikian perlu diperhatikan mengenai 

perkembangan media sosial dan teknologi informasi yang 

memberikan tantangan baru dalam proses konsolidasi demokrasi. Hal 

ini menyusul adanya potensi dampak negatif dari munculnya media 

tersebut yaitu berita bohong/hoax yang mengarah pada perpecahan 

ditengah masyarakat akibat perbedaan pandangan politik yang justru 

akan mengancam stabilitas politik pemerintahan.  

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dalam 

mendorong penguatan peran stakeholder dalam penguatan 

pendidikan politik di masyarakat dengan mempertimbangkan 

kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang 

(Opportunities), dan ancaman (Threats) yang ada antara lain: 

Pertama, Pemerintah perlu melanjutkan penetapan pendidikan politik 

sebagai program prioritas nasional. Dalam Buku II RPJMN 2015-

2019, pendidikan politik merupakan program strategis prioritas 

nasional, mulai dari pemerintah, penyelenggara Pemilu, Parpol dan 

organisasi kemasyarakatan. Sementara dalam RPJMN 2020-2024, 

pendidikan politik hanya merupakan bagian dari program konsolidasi 

demokrasi yaitu pada aspek penguatan kesetaraan dan kebebasan. 
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Hal ini penting untuk memastikan pelaksanaan pendidikan politik 

mendapatkan anggaran yang memadai sebagai program strategis 

prioritas nasional. Kedua, pemanfaatan teknologi informasi sebagai 

metode pendidikan politik. Menurut laporan “we are social” bahwa 

73,7% penduduk Indonesia merupakan pengguna Internet dan 68,9% 

penduduk Indonesia aktif menggunakan media sosial, bahkan jika 

dilihat dari lamanya waktu penggunaannya menunjukan data bahwa 

masyarakat Indonesia menghabiskan setengah dari waktu hidupnya 

dalam satu hari digunakan  untuk mengkakses internet yaitu 8 jam 36 

menit untuk mengakses internet, dan 30% dari waktu tersebut 

digunakan untuk  bermedia sosial ria.74 Bahkan lebih mencengangkan 

lagi alasan utama orang Indonesia menggunakan internet adalah 

untuk mencari informasi. Sangat memprihatinkan memang jika 60,3% 

masyarakat Indonesia disuguhkan informasi apa yang nyata dan apa 

yang palsu di internet. Perkembangan teknologi informasi perlu 

dimanfaatkan oleh pemerintah maupun para pemangku kepentingan 

untuk memberikan pemahaman dan pendidikan politik kepada 

masyarakat seperti melalui tayangan-tayangan inspiratif termasuk 

mengkounter konten-konten berita-berita hoax dimedia sosial terkait 

dengan politik. Ketiga, mengoptimalkan peran pengawasan 

partisipatif masyarakat. Pengawasan oleh masyarakat sangat 

diperlukan, selain untuk menghindari terjadinya pelanggaran-

pelanggaran dalam Pemilu dan Pilkda, juga dapat dioptimalkan untuk 

pengawasan terhadap netralitas penyelenggara Pemilu dan 

pemerintah termasuk ASN, TNI dan Polri. Kecuali untuk Parpol karena 

pendidikan politik yang dilakukan Parpol juga merupakan bagian dari 

kampanye. 

Dengan demikian diharapkan masing-masing pemangku 

kepentingan dapat memaksimalkan perannya dalam pelaksanaan 

pendidikan politik melalui program kegiatan yang bersfiat kolaboratif 

 
74 Lihat Cindy Mutia Anur “Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022” 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-
indonesia-awal-2022 diakses tanggal 17 Juni 2022. 

 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022
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namun sesuai dengan kewenangan masing-masing. Masing-masing 

instansi harus memiliki rencana aksi yang terencana dan sistematis 

yang dapat dievaluasi setiap tahunnya. Berdasarkan hasil evaluasi 

tersebut kita dapat melihat dampak dan capaian termasuk menjadi 

ukuran terhadap pelaksanaan pendidikan politik kedepan dalam 

mencapai konsolidasi demokrasi yang diharapkan .  

15. Implementasi Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan 

Konsolidasi Demokrasi. 

Data The Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan indeks 

demokrasi Indonesia pada tahun 2021 tercatat ada di peringkat ke-52 dunia 

dengan skor 6,71 .Berdasarkan data tersebut peringkat Indonesia naik dari 

peringkat sebelumnya adalah peringkat 64. Menurut lembaga tersebut dalam 

lima tahun terakhir terjadi penurunan kualitas demokrasi di dunia. Bahkan 

negara seperti Amerika Serikat juga telah mengalami regresi demokrasi. 

Sementara itu berdasarkan data indeks demokrasi Freedom House negara 

ASEAN yang paling banyak mengalami regresi demokrasi adalah Indonesia 

dan Filipina75 penurunan yang dialami Indonesia cenderung mengalami terus 

menerus. Hal tersebut disebabkan oleh adanya unsur-unsur konsolidasi 

demokrasi yang kurang terintegrasi sehingga mengubah proses konsolidasi 

demokrasi menjadi dekonsolidasi demokrasi.76 

Pada intinya konsolidasi demokrasi mementingkan kesamaan cara 

pandang terhadap penerapan demokrasi, hal ini menuntut segenap elemen 

bangsa untuk mementingkan kepentingan kolektif ketimbang kepentingan 

pribadi atau golongan. Sebagai negara yang majemuk Indonesia konsolidasi 

demokrasi menjadi salah satu tantangan bagi bangsa Indoensia. Menurut Dr. 

H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A., Wakil Ketua MPR RI Periode 2019-2024 

menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan dalam 

konsolidasi demokrasi diantaranya; 1) Pelaksanaan check and balances; 2) 

Esensi demokrasi berlandaskan kepentingan rakyat; 3) Pemerintah harus 

 
75 Ibid 
76 Damar Kristal et al., “Studi Penurunan Kualitas Demokrasi di Indonesia dan Filipina pada Periode 

2016-2020 The Comparison of Democratic ( DE ) Consolidation : Pendahuluan” 18, No. 2 (2021): 
125–139. 
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menunjukkan kapasitas dalam mengayomi dan melayani; 4) Partisipasi 

publik menjadi hal yang esensial; 5) Agenda demokrasi kedepan harus 

dijalankan secara gotong royong.77  

Dalam upaya konsolidasi menurut Larry Diamond setidaknya terdapat 

tiga indikator utama dalam konsolidasi demokrasi diantaranya adalah 

masyarakat, elite, organisasi, selain itu terdapat unsur penting lain yaitu 

elemen rule of law. Keempat aspek tersebut perlu berintegrasi dalam 

menciptakan demokrasi yang terkonsolidasi. Secara lebih rinci aspek 

masyarakat diklasifikasikan dalam ordinary citizens dan elite. Sementara 

organisasi merupakan Parpol dan institusi demokrasi. Penulis akan 

menelaah secara lebih dalam dari sisi aspek masyarakat dan organisasi 

politik sebagai elemen yang paling dasar. Pertama dari sisi masyarakat. 

Bahwa berdasarkan beberapa survei menyatakan dukungannya terhadap 

demokrasi namun proses demokrasi dalam hal ini masih belum efektif. Hal 

tersebut menyusul masih adanya intolerant democrat syndrom dimana hal 

tersebut memberikan dampak terhadap proses demokrasi. Adanya intolerant 

democrat syndrom bermuara pada terbentuknya polarisasi politik yang 

mengarah pada konflik sosial, seperti yang terjadi pada tahun 2016 yaitu 

demonstrasi kelompok Islam yang menuntut Gubernur Ahok diproses secara 

hukum karena telah menistakan agama. Berdasarkan hal tersebut diperlukan 

peningkatan pemahaman terhadap toleransi politik untuk dapat membentuk 

iklim demokrasi yang baik. Sementara itu disisi lain perkembangan media 

sosial dan internet telah memberikan ruang baru dalam konsolidasi 

demokrasi, namun demikian pemahaman masyarakat yang kurang 

menerima literasi digital hal tersebut menjadi hal yang prematur dalam 

konsolidasi demokrasi. Adanya hoax politik dan upaya mendiskreditkan 

pemerintah serta adanya pembatasan kebebasan berpendapat membuat 

konsolidasi demokrasi tidak berjalan natural.  

Politik merupakan bidang yang paling banyak mengandung isu hoaks, 

hal ini senada dengan survei yang dilakukan oleh Katadata Insight Center 

(KIC) topik politik masih menjadi konten yang paling banyak mengandung 

 
77 Ibid. 
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hoax. Kedua dari sisi organisasi dalam hal ini Parpol merupakan aspek yang 

penting dalam kosolidasi demokrasi. Indonesia merupakan negara yang 

menganut asas multipartai dimana partai-partai banyak bermunculan.  

Namun demikian munculnya banyak partai tidak serta merta memberikan 

kualitas yang baik bagi demokrasi, bahkan menurut beberapa penelitian 

Parpol rentan dengan politik uang dan rendah secara institusional. Oleh 

karena itu perlu upaya edukasi masyarakat untuk melakukan check and 

balances agar menutup celah bagi aktor dan elit untuk tujuan yang otoriter. 

Adapaun berdasarkan survei indikator politik tahun 2021 menujukan bahwa 

kepercayaan masyarakat terhadap Parpol masih rendah yaitu 47,8%.78 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

politik telah memberikan dampak positif dan mengalami perkembangan yang 

dinamis.  Secara umum demokrasi di Indonesia memilki kelentingan dalam 

menyesuaikan perkembangan zaman sehingga hal ini perlu dipertahankan. 

Sementara itu banyaknya lembaga/organisasi politik telah menujukan 

adanya kesadaran masyarakat untuk dapat berkontribusi dalam demokrasi. 

Banyaknya organisasi politik di Indonesia tidak diimbangi dengan 

peningkatan kualitas secara institusional. Selain itu, masih langgengnya 

praktik politik uang menyebabkan penurunan ketidakpercayaan publik 

terhadap organisasi politik. Adanya penurunan rule of law dimana supremasi 

hukum dalam beberapa kasus belum dapat ditegakan secara merata 

sehingga hal ini menjadi catatan dalam konsolidasi demokrasi. Rendahnya 

literasi digital masyarakat dalam merespon ruang siber khususnya media 

sosial yang dibarengi adanya politik yang intoleran menimbulkan polarisasi 

politik hingga mengarah pada konflik sosial. Di sisi lain bahwa beberapa 

pemangku kepentingan dalam konsolidasi demokrasi telah menyadari 

pentingnya pendidikan politik. Dalam hal ini media massa berperan cukup 

baik dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Munculnya sosial 

media dan saluran publik baru memberikan ruang yang natural kepada 

media yang bersifat netral untuk dapat memberikan pemahaman dan update 

situasi politik nasional. Hal ini membuat masyarakat mulai memahami hak 

 
78 Ibid. 
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dan kewajiban dalam politik. Namun demikian perlu mewaspadai 

kepentingan pihak asing dalam konsolidasi demokrasi di Indoensia. Hal ini 

juga menyusul diselenggaranya Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Hal ini 

dilakukan guna mengantisipasi intervensi asing dalam terselenggaranya 

demokrasi di Indonesia khususnya melalui jalur elit politik. 

Diperlukan strategi yang tepat dalam mendorong implementasi 

pelaksanaan pendidikan politik di masyarakat agar lebih optimal dengan 

mempertimbangkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang 

(Opportunities), dan ancaman (Threats) yang ada antara lain: Pertama, 

pendidikan politik dalam rangka penguatan konsolidasi demokrasi perlu 

dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan terintegrasi. Pendidikan 

politik perlu diberikan secara berjenjang dari setiap aspek penting dari 

konsolidasi demokrasi diantaranya masyarakat, elite, organisasi politik, dan 

pemerintah. Adapun subtansi dalam pemberian pendidikan politik harus 

tepat khususnya mengenai peningkatan toleransi politik, perkembangan 

media demokrasi digital, penguatan kelembagaan Parpol, serta penyadaran 

terhadap larangan praktik politik uang. Kedua, pemerintah perlu menciptakan 

iklim demokrasi yang baik melalui penguatan supremasi hukum.  Penegakan 

supremasi hukum akan memberikan jaminan kepercayaan publik terhadap 

penyelenggara negera. Berdasarkan hasil survei indikator politik Indonesia 

yang dirilis 9 Januari 2022 tercatat bahwa tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap TNI sebesar 92,2%, Polri sebesar 74,1%, KPK sebesar 71,7%, dan 

kejaksaan sebesar 70,9%. Sementara tingkat kepercayaan terhadap Parpol 

masih rendah hanya sebesar 52,9%.79 Diharapkan memalui penegakan 

hukum selain meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 

juga diharapkan memberikan efek jera kepada institusi yang melakukan 

pelanggaran hukum sehingga dapat memperbaiki kinerja dan citra institusi 

tersebut. Ketiga penyusunan modul pendidikan politik. Pendidikan politik 

diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman tentang politik praktis 

tetapi juga dapat membangun kesadaran masyarakat akan hak dan 

 
79 Vika Azkiya Dhini, “Survei Indikator: TNI Jadi Institusi Paling Dipercaya Masyarakat” 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/10/survei-indikator-tni-jadi-institusi-paling-
dipercaya-masyarakat diakses tanggal 20 Agustus 2022 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/10/survei-indikator-tni-jadi-institusi-paling-dipercaya-masyarakat
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/10/survei-indikator-tni-jadi-institusi-paling-dipercaya-masyarakat
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kewajibannya sebagai warga negara sehingga setiap warga negara memiliki 

sense of belonging (rasa memiliki), sense of crisis (rasa peduli), dan sense 

of responsibility (rasa tanggungjawab). Keempat menaikan bantuan 

keuangan Parpol. Parpol merupakan instrumen kelembagaan yang sangat 

penting dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia, melaksanakan 

fungsi-fungsi politik yang akan menentukan kualitas kepemimpinan nasional 

dan/atau lembaga perwakilan rakyat baik pada tingkat pusat maupun daerah. 

Dari sejumlah negara demokrasi yang sudah mapan, bantuan Parpol dari 

anggaran negara merupakan instrumen yang signifikan untuk membangun 

Parpol sehingga diharapkan Parpol dapat menjalankan fungsi-fungsinya 

secara optimal dalam membangun dan memelihara proses politik. Apabila 

dibandingkan dengan negara-negara demokrasi seperti Inggris, Prancis, 

Denmark, Jepang dan Swedia (bantuan partai politik berkisar 30%-70% dari 

jumlah kebutuhan anggaran Parpol). Pemerintah telah mengalokasikan 

besaran bantuan keuangan keuangan Parpol di Indonesia pada tingkat 

nasional sebesar Rp 126.376.418.000,-. Sementara untuk tingkat provinsi 

sebesar Rp. 319.942.436.024, dan untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp. 

583.378.038.731. Sehingga secara keseluruhan mencapai 

1.029.696.892.755  jumlah ini masih relatif kecil hanya 0,08% dari APBN.80  

Diharapkan dengan adanya kenaikan bantuan keuangan Parpol dapat 

membantu pemenuhan kebutuhan dasar Parpol sekaligus mengangkat 

kinerja dan fungsi Parpol yaitu pendidikan politik kepada masyarakat, 

kaderisasi partai dan sistem integritas guna mendukung dalam mewujudkan 

konsolidasi demokrasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
80 Direktorat Politik Dalam Negeri Laporan bantuan Keuangan Tahun 2022. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 
16. Simpulan  

a. Pendidikan politik merupakan aspek yang penting dalam penguatan 

konsolidasi demokrasi, dihadapkan kepada perkembangan media demokrasi 

hingga agenda politik nasional, menuntut adanya penerapan demokrasi yang 

kuat. Pendidikan politik secara umum harus dipahami oleh segenap warga 

negara, pendidikan politik diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman 

tentang politik praktis tetapi juga dapat membangun kesadaran masyarakat 

akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta terhadap 

meningkatkan toleransi politik sehingga dapat membentuk iklim demokrasi 

yang baik menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi. 

b. Peraturan perundang-undangan mengenai pendidikan politik pada 

dasarnya telah ada pada beberapa tingkatan hukum diantaranya pada 

undang-undang, peraturan pemerintah hingga peraturan menteri. Namun 

demikian regulasi lebih teknis yang mengatur secara khusus mengenai 

pelaksanaan pendidikan politik belum mengatur pihak-pihak diluar 

pemerintah dan Pemda. Momentum untuk menyusun regulasi mengenai 

pendidikan politik sangatlah terbuka mengingat selain para pemangku 

kepentingan memiliki kesadaran mengenai pentingnya pendidikan politik, 

pemerintah juga sedang konsen untuk melakukan penataan peraturan 

perundang-undangan tentang politik dan penguatan pendidikan politik 

secara konsisten untuk mendukung terwujudnya konsolidasi demokrasi. Hal 

ini dapat dilakukan tentunya dengan mempertimbangkan arahan presiden 

mengenai penyederhanaan regulasi yang sedang dicanangkan. 

c. Penguatan pendidikan politik harus dilaksanakan secara 

berkesinambungan dan melibatkan banyak pihak. Pemerintah tidak dapat 

melakukannya sendiri, perlu adanya peran dari para pemangku kepentingan 

lainnya mengingat pendidikan politik merupakan sesuatu yang dinamis, 

kompleks dan menyeluruh. Para pemangku kepentingan dalam pendidikan 

politik diantaranya adalah Parpol, KPU, Bakesbangpol, LSM/Ormas, dan 

media massa memiliki peran strategis dan telah menyadari peranannya 
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masing-masing dalam pendidikan politik yang diimplementasikan dalam 

program kerjanya masing-masing. Namun demikian hal tersebut belum 

sepenuhnya didukung oleh penganggaran yang memadai dan belum 

sepenuhnya memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai metode baru 

dalam pendidikan politik. Anggaran untuk pendidikan politik masih minim 

belum dapat menjangkau segmen masyarakat sebagai sasaran pendidikan 

politik. Pendidikan politik perlu terus disemai agar toleransi politik maupun 

konsolidasi demokrasi yang telah terbangun dapat terus dipelihara. 

Disamping itu pemanfaatan media sosial dapat dimanfaatkan untuk 

menyampaikan informasi dan edukasi untuk menginspirasi masyarakat 

dalam berpartisipasi dalam politik sebagai bentuk pendidikan politik dengan 

metode-metode baru yang digandrungi oleh masyarakat. 

d. Pendidikan politik dalam rangka penguatan konsolidasi demokrasi 

belum dilakukan secara sistematis, kolaboratif, berkelanjutan, dan 

terintegrasi. Para pemangku kepentingan melaksanakan pendidikan politik 

sesuai dengan program yang telah ditetapkan masing-masing. Oleh karena 

itu, pendidikan politik perlu diberikan secara berjenjang dari setiap aspek 

penting dari konsolidasi demokrasi diantaranya masyarakat, elite, organisasi 

politik, dan pemerintah. Adapun subtansi dalam pemberian pendidikan politik 

harus tepat khususnya mengenai peningkatan toleransi politik, 

perkembangan media demokrasi digital, penguatan kelembagaan Parpol, 

serta penyadaran terhadap larangan praktik politik uang. Sementara itu 

sejalan dengan hal tersebut pemerintah juga perlu menciptakan iklim 

demokrasi yang baik melalui penguatan supremasi hukum dimana semua 

warga negara dipandang sama dari segi hukum. Namun pendidikan politik 

akan mengalami kendala jika para stakeholder memiliki citra yang buruk 

dalam menerapkan demokrasi, seperti adanya oknum Parpol yang 

melakukan pelanggaran seperti tindak pidana korupsi, sehingga 

menurunkan minat masyarakat untuk dapat melaksanakan pendidikan 

politik. 
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17. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyampaikan beberapa 

rekomendasi dalam rangka mengenai penguatan pendidikan politik masyarakat 

guna mewujudkan konsolidasi demokrasi: 

a. Dewan Perwakilan Rakyat 

Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembuat undang-undang 

perlu menyusun  modifikasi peraturan perundang-undangan bidang 

politik yang memuat undang-undang tentang Parpol, undang-undang 

tentang Pemilu, undang-undang Pilkada, dan substansi lainnya yang 

berkaitan dengan politik termasuk pengaturan mengenai bagaimana 

pelaksanaan program pendidikan politik dalam satu kitab undang-

undang. 

b. Pemerintah. 

1) Perlu menetapkan kembali pendidikan politik sebagai program 

strategis prioritas nasional. Dengan ditetapkannya sebagai program 

strategis prioritas nasional, pemerintah dapat menyusun rencana aksi 

yang terkonsolidasi antara para pemangku kepentingan. Dengan 

demikian pemerintah (Kementerian/Lembaga) dan Pemda 

(Provinsi/Kabupaten/Kota) akan melaksanakan seluruh rencana akasi 

yang telah disusun untuk peningkatan program pendidikan politik 

sesuai dengan tugas dan kewenangannya sehingga pelaksanaan 

pendidikan politik tidak hanya dilaksanakan menjelang Pemilu atau 

Pilkada saja tetapi pendidikan politik dalam rangka penguatan 

konsolidasi demokrasi perlu dilakukan secara sistematis, kolaboratif, 

berkelanjutan, dan terintegrasi 

2) Perlu menyusun modul pendidikan politik yang komprehensif 

baik secara metodologi, sasaran maupun kurikulum yang khusus 

untuk disabilitas. 

3) Perlu melakukan pemetaan daerah-daerah yang memerlukan 

penanganan pendidikan politik secara khusus. 

4) Perlu meningkatkan bantuan keuangan Parpol yang 

anggarannya akan diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan 

politik. 
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5) Pemerintah segera memberikan instruksi kepada Pemda agar 

secara bersama-sama mengupayakan peningkatan partisipasi politik 

masyarakat agar dapat menaikkan level kualitas dan relevansi 

partisipasinya agar menjadi lebih baik. 

6) Pemerintah agar segera mengeluarkan peraturan untuk 

mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan “Bonus Iptek” 

sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan 

memperkenalkan “Poin Partisipasi”. Dimana poin partisipasi ini 

diberikan kepada masyarakat yang sudah berpatisipasi dalam politik 

lewat kegiatan yang mengimplementasikan bonus Iptek dan 

selanjutnya dari poin partisipasi ini akan diberikan reward disesuaikan 

dengan keinginan masyarakat. 

c. Kementerian Dalam Negeri 

1) Kementerian dalam negeri membuat peraturan pelaksanaan 

tentang pendidikan politik bagi pemilih oleh Pemda sebagai 

penjabaran dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilu, dengan peraturan tersebut akan menuntut peran Pemda 

dalam melakukan pendidikan politik dan sekaligus  mencegah 

penyimpangan oleh pejabat Pemda dalam melakukan pendidikan 

politik terhadap pemilih. Dalam artian penyimpangan untuk 

kepentingan dukungan pihak tertentu dalam hal ini misalnya 

petahana. 

2) Memberikan instruksi kepada Pemda agar secara bersama-

sama mengupayakan peningkatan partisipasi politik masyarakat agar 

dapat menaikkan level kualitas dan relevansi partisipasinya agar 

menjadi lebih baik. 

c. Partai Politik. 

1) Perlu melakukan inovasi dengan melembagakan pelaksanaan 

pendidikan politik dengan membangun sekolah-sekolah politik 

sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman 

sekaligus sarana untuk membentuk kaderisasi Parpol. 
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2) Dalam anggaran yang diberikan Parpol harus mengutamakan 

pendidikan politik. Termasuk didalamnya, pendalaman empat pilar 

kebangsaan, kewajiban warga negara, hinga pengkaderan Parpol. 

d. Komisi Pemilihan Umum. 

1) Menyiapkan medote baru pendidikan politik bagi pemilih 

dengan pemanfaatan teknologi informasi sehingga metode 

pendidikan politik melalui kampanye dengan mengumpulkan orang 

dalam jumlah banyak dapat dikurangi untuk meminimalisir gesekan 

konflik dimasyarakat. 

 2) KPU dan Kemendagri perlu bersinergi dengan Kemendikbud 

dan Kemenristekdikti agar muatan tentang pendidikan politik dapat 

diadopsi dan disesuaikan dalam kurikulum jenjang pendidikan dasar 

hingga pendidikan tinggi, sehingga pembangunan etika politik yang 

ideal dapat terlaksana sejak dini secara berkelanjutan. 

e. Badan Pengawas Pemilu. 

 1)     Perlu mengoptimalkan sistem pengawasan berbasis partisipasi 

masyarakat agar masyarakat selain mendapat edukasi juga bisa 

memdapat pelajaran dan pengalaman langsung tentang politik 

seutuhnya. 

2)  Perlu meningkatkan program bimbingan teknis kepada 

masyarakat khususnya daerah-daerah pedesaan untuk memberikan 

pendidikan politik juga dimaksudkan untuk mendukung upaya 

penguatan pengawasan partisipasi masyarakat  

3)   Perlu membangun kerjasama dengan perguruan tinggi dan 

LSM/organisasi kemasyarakatan baik dalam program pendidikan 

politik maupun dalam rangka penguatan pemantauan dan 

pengawasan. 
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TABEL 3 
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Sumber: Kata Data 
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TABEL 4 

TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP INSTITUSI NEGARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kata Data 
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TABEL 5  

RINCIAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  TA.2021 

 

SUMBER KEUANGAN TOTAL ALOKASI 

BANTUAN KEUANGAN 

KETERANGAN 

APBN                                            

(PARPOL TINGKAT PUSAT) 

 

Rp 126.376.418.000,- 

 

1,5 % dari APBN 

APBD PROVINSI                                               

(PARPOL TINGKAT 

PROVINSI) 

 

Rp. 319.942.436.024,- 

 

0,09% dari APBD 

Provinsi 

APBD KAB/KOTA                     

(PARPOL TINGKAT 

KAB/KOTA 

 

Rp. 583.378.038.731,- 

 

0,07% dari APBD 

Kab/Kota 

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2021 
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TABEL 6 
 

CAKUPAN MATERI PENDIDIKAN POLITIK  

 

 
NO MATERI STATUS 

1. Pancasila Wajib 

2. UUD 1945 Wajib 

3. Demokrasi Pilihan 

4. Hak Asasi Manusia Pilihan 

5. Sistem Pemerintahan Pilihan 

6. Pertahanan dan Keamanan Pilihan 

7. Budaya dan Etika Politik Pilihan 

8. Kebijakan Publik Pilihan 

9. Pendidikan Kewarganegaraan Pilihan 

10. Politik Kesejateraan Sosial Pilihan 

11. Politik Tata Ruang dan Lingkungan Pilihan 

12.  Kepemimpinan yang Baik Pilihan 

13. Globalisasi dan Politik Luar Negeri Indonesia Pilihan 

14. Partai Politik Pilihan 

15. Otonomi Daerah Pilihan 

16. Masyarakat Sipil Pilihan 

17. Pasar dan Dunia Usaha Pilihan 
 

Sumber: Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Pendidikan Politik 
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TABEL 7 

GRAFIK INDEKS DEMOKRASI FILIPINA DAN INDONESIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Sumber: Freedom House 2020. 
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TABEL 8 

KURVA INDEKS DEMOKRASI INDONESIA DAN FILIPINA 

 

Sumber: The Economist Inteligent Unit Democracy Index 
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TABEL 9  

MATRIK SWOT 

 

 STRENGHS 

(KEKUATAN) 

Faktor-faktor kekuatan 

yang dimiliki 

WEAKNESS 

 (KELEMAHAN) 

Faktor-faktor kelemahan 

yang dimiliki 

OPPORTUNITIES 

(PELUANG) 

Faktor-faktor peluang  

yang diidentifikasi 

STRATEGI SO 

 

Gunakan semua kekuatan 

untuk memanfaatkan 

peluang yang ada 

STRATEGI WO 

 

Atasi semua kelemahan 

yang ada dengan 

memanfaatkan peluang 

yang ada 

THREATS 

(ANCAMAN) 

Faktor-faktor ancaman  

yang diidentifikasi 

STRATEGI ST 

 

Gunakan semua kekuatan 

untuk menghindari 

ancaman 

STRATEGI WT 

 

Antisipasi semua 

kelemahan dan cegah 

semua ancaman 

Sumber: Freddy Rangkuti, Analisis SWOT 
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